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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Beberapa tahun belakangan perkembangan bisnis ritel di 

Indonesia berkembang cukup pesat, hal tersebut dapat dilihat 

dengan semakin mudahnya ditemui berbagai macam format ritel, 

seperti: hypermarket, pasar swalayan (supermarket), dan 

minimarket. Berdasarkan data Euromonitor, terdapat 3,61 juta 

retail di Indonesia pada 2021. Jumlah itu menurun 11,85% 

dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 4,1 juta 

unit. Total jumlah tersebut mencakup 3,57 juta unit toko klontong 

tradisional, 38.323 retail yang berbentuk toserba, 1.411 retail yang 

berjenis supermarket, kemudian, retail forecourt dan 

hypermarket masing-masing sebanyak 358 unit dan 285 unit. 

Laporan tersebut juga mencatat penjualan retail di Indonesia 

mencapai US$72 miliar atau setara Rp1.077,9 triliun (kurs 

Rp14.972/US$) pada 2021. Adapun, pemain utama bisnis ritel 

dalam negeri, antara lain Indomaret, Alfamart, Alfa Midi, 

Hypermart, Super Indo, Transmart, Carrefour, Lotte Mart, 

Farmer’s Market, dan Circle K. 

Penduduk Indonesia mencapai 267 juta jiwa. Kondisi tersebut 

merupakan peluang bagi peritel karena memiliki pasar yang besar, 

perubahan gaya hidup orang modern di kota besar mendorong 

pertumbuhan bisnis ritel. Pasangan suami istri yang bekerja, 

tuntutan jaminan kualitas, kenyamanan, dan kemudahan dalam 

belanja, perkembangan media massa dan sosial media turut serta 

mempercepat pesebaran informasi, sehingga ketertarikan untuk 

belanja semakin kuat. Lebih jauh, perubahan cara pandang 

konsumen terkait bisnis ritel yang semula dipandang hanya 

sebatas penyedia barang dan jasa telah berkembang menjadi 
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tempat rekreasi dan bersosialisasi. Implikasinya, perkembangan 

tuntutan konsumen, bisnis ritel yang semula dikelola secara 

trasdisional berubah menjadi bisnis yang semakin inovatif, 

dinamis dan kompetitif (Suhartono, 2001; Susilo, 2002). Kondisi 

ini juga dialami masyarakat kota Bontang, dimana hingga tahun 

2021 status pekerjaan utama masyarakatnya adalah buruh, 

karyawan, dan pegawai, dimana laki-laki 34.942 Jiwa dan 

perempuan 14.937 Jiwa.  

Bontang merupakan kota di Provinsi Kalimantan Timur yang 

memiliki potensi pada sektor industri, kontruksi dan perdagangan. 

Berbeda dengan kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Timur 

yang unggul pada sektor pertambangan, Kota Bontang memiliki 

kekhusan. Dimana selama 3 tahun terakhir, ketiga sektor ini 

berkontribusi sekitar 90% secara kumulatif pada PDRB Kota 

Bontang. Hal ini juga ditopang oleh adanya tiga perusahaan besar 

di Kota Bontang yang bergerak di bidang industri, yaitu: Badak 

NGL (gas alam); Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Urea, Amonia 

liquid dan Pupuk NPK); dan Indominco Mandiri (batubara); serta 

memiliki kawasan industri petrokimia yang bernama Kaltim 

Industrial Estate. 

Keberadaan perusahaan di Kota Bontang baik pada industri 

sekala besar, menengah dan besar, memiliki kontribusi dalam 

meningkatkan kegiatan perekonomian dan pemanfaatan potensi 

wilayah. Misalnya, potensi budidaya perikanan laut Bontang 

dengan komoditas unggulan berupa udang, kepiting, ikan kerapu, 

udang lobster, kakap merah, dan teripang yang tidak hanya 

digunakan untuk konsumsi sehari-hari namun juga di eksport 

keluar daerah baik dalam bentuk mentah dan juga dalam bentuk 

olahan seperti produk UMKM empek-empek Bontang. Hal ini 

menunjukan terdapat kolaborasi sektor industri, kontruksi dan 

perdagangan yang memicu meningkatnya kebutuhan akan 

komoditas keperluan hidup sehari-hari. 
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Strategi terkini Kota Bontang sebagai wilayah yang unggul 

pada sektor industri, kontruksi dan perdagangan adalah 

mengoptimalkan perekonomian dengan topangan sektor tersebut. 

Tercatat (Kota Bontang dalam angka, BPS) jumlah perusahaan 

yang ada di Kota Bontang mengalami penurunan selama 3 tahun 

terakhir berturut-turut sebanyak 910, 873, dan 720 perusahaan 

di tahun 2021. Walaupun penurunan jumlah perusahaan tidak 

dibarengi dengan jumlah penyerapan tenaga kerja. Kondisi 

pengembangan perusahaan besar memberi peluang pada 

perubahan persebaran penduduk dan kebutuhan atas penyerapan 

tenaga kerja disekitar wilayah perusahaan tersebut. Disisilain, 

perusahaan kecil dan menengah membutuhkan kebijakan 

pemerintah daerah untuk mampu bertahan dan bersaing dalam 

dunia usaha. Kondisi ini memerlukan tindakan progersif 

pemerintah daerah. Tindakan awal yang dilakukan adalah dengan 

melaksanakan kajian rasionalisasi peraturan wali kota Kota 

Bontang nomor 34 tahun 2018 tentang penataan dan 

penyelenggaraan izin usaha toko modern minimarket. Bagimana 

regulasi yang ada tidak menjadi hambatan bagi perkembangan 

perusahaan yang ada di Kota Bontang. 

Masa pandemi Covid-19 memberi dampak buruk pada 

perekonomian Indonesia termasuk di Kota Bontang, oleh sebab 

itu, dengan melandainya persebaran Covid-19 menjadi momentum 

yang baik bagi percepatan pemulihan ekonomi. Upaya percepatan 

pemulihan ekonomi salah satunya dengan mempermudah izin 

usaha toko swalayan. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 5 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko yang mulai berlaku pada 2 Juni 2021. Izin usaha 

toko swalayan lebih dipermudah karena termasuk bidang usaha 

kategori risiko rendah. Oleh sebab itu, izin usaha hanya berupa 

Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku 

usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. 
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1.2. Maksud dan Tujuan  

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan kajian 

keberadaan dan penyesuaian penyelenggaraan izin usaha toko 

swalayan di wilayah Kota Bontang. Adapun tujuan yang ingin 

dicapai adalah menganalisis keberadaan dan penyesuaian 

penyelenggaraan izin usaha toko swalayan di wilayah Kota 

Bontang. 

1.3. Ruang Lingkup Kajian 

Ruang lingkup dalam kajian ini merupakan sebuah batasan 

untuk mempertegas sejauhmana data yang dikumpulkan, batasan 

terhadap analisis, dan rekomendasi yang diberikan berdasarkan 

analisis yang dilakukan.  

1. Analisis Deskriptif 

Menganalisis kondisi eksisting kota Bontang secara umum. 

Data yang dianalisis bersumber dari badan pusat statistik (BPS) 

Kota bontang melingkupi kondisi kependudukan, sosial, dan 

aspek ekonomi. Data kondisi sajikan dalam kurun waktu 5 tahun, 

sedangkan data perkembangan akan disajikan dalam kurun waktu 

10 tahun. Lingkup penyajian data secara umum pada Kota 

Bontang, dan secara khusus pada tingkat kecamatan di Kota 

Bontang berdasarkan ketersediaan data. Hasil analisis akan 

memberikan gambaran kondisi Kota Bontang sebagai indikator 

penentu pengambilan keputuhan kebijakan dasar. 

2. Analisis Optimasi 

Menganalisis Batasan toko swalayan (modern) Kota Bontang. 

Data yang dianalisis didasarkan pada kendala jumlah penduduk 

kebutuhan penduduk kota Bontang. Hal ini didasarkan pada 

asumsi bahwa keberadaan toko trandisional dan/atau modern 

berfungsi untuk menyediakan kebutuhan penduduk, baik 

kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Semakin banyak jumlah 
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penduduk, maka semakin banyak kuantitas toko yang dibutuhkan 

penduduk. Dalam memberikan rekomendasi, indikator penentu 

pengambilan keputusan lainnya adalah regulasi yang berlaku di 

Kota Bontang..  

1.4. Telaah Terhadap Aspek Undang-undang dan Peraturan 

Undang-undang dan peraturan yang terkait langsung 

dengan kajian ini terdiri dari satu undang-undang, satu peraturan 

pemerintah, satu peraturan Menteri, satu peraturan daerah kota 

Bontang dan satu peraturan wali kota Kota Bontang, undang-

undang dan peraturan diuraikan sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O Tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O 

Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang 

Perdagangan; 

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, 

Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko 

Swalayan; 

4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2017 

Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat 

Perbelanjaan Dan Toko Swalayan; 

5. Peraturan Wali Kota Kota Bontang Nomor 34 Tahun 2018 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 52 

Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Izin 

Usaha Toko Modern Minimarket. 

Satu dari dua program unggulan walikota Bontang terpilih 

yang sesuai dengan tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, 

Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP) adalah kebijakan 

mengenai moratorium pemberian izin toko modern (waralaba). 
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Program unggulan tersebut tertuang dalam dokumen rencana 

strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026.    

Sebelum membahas aspek teknis, agar memiliki persepsi 

yang sama terkait program unggulan tersebut, maka telaah ini 

akan dimulai dengan mendefinisikan toko modern (waralaba) 

terlebih dulu, pendefinisian dilakukan dengan melakukan review 

undang-undang dan peraturan secara bertingkat (pusat, provinsi, 

dan kota) sesuai dengan yang diuraikan sebelumnya. Ditemukan 

perbedaan istilah yang cukup mendasar, sebagai contoh pada 

istilah toko modern, istilah ini digunakan di PERPRES 112 tahun 

2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat 

perbelanjaan dan toko modern, akan tetapi setelah pengesahan 

UU 11 tahun 2020, melalui PP 29 tahun 2021, PERPRES 112 

tahun 2007 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga 

penggunaan istilah toko modern diganti dengan toko swalayan. 

Lebih rinci hasil review kebijakan disajikan pada Tabel 1.1 sebagai 

berikut: 

 
Tabel 1.1 

Pendefinisian istilah toko modern 

Intrumen Kebijakan 
Definisi Toko 

Swalayan 
Definisi Toko Modern 

Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan 

Bidang Perdagangan  

(melaksanakan ketentuan 

Pasal 46, 

Pasal 47, dan Pasal 185 

huruf b Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2O2O 

tentang Cipta Kerja, perlu 

menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang 

Penyelenggaraan Bidang 

Perdagangan) 

Toko dengan sistem 

pelayanan mandiri, 

menjual berbagai jenis 

Barang secara eceran 

yang berbentuk 

minimarket, 

supermarket, 

department store, 

hypermarket, ataupun 

grosir yang berbentuk 

perkulakan. 

Istilah toko modern ditemukan 

pada pasal 178. yang diatur 

dalam peraturan presiden nomor 

112 tahun 2007 tentang penataan 

dan pembinaan pasar tradisional, 

pusat perbelanjaan dan toko 

modern, akan tetapi Perpres 

tersebut statusnya telah dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku 

sejak ditetapkannya PP 29 tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Perdagangan  

Peraturan menteri 

perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 23 

Tahun 2021 tentang 

Toko dengan sistem 

pelayanan mandiri, 

menjual berbagai jenis 

barang secara eceran 

- 
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Pedoman Pengembangan, 

penataan dan pembinaan 

Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Swalayan 

yang berbentuk 

minimarket, 

supermarket, 

departemen store, 

hypermarket, ataupun 

grosir yang berbentuk 

perkulakan. 

Peraturan Daerah Kota 

Bontang Nomor 9 Tahun 

2017 tentang 

Penyelenggaraan Pasar 

Rakyat, Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Swalayan 

Toko dengan sistem 

pelayanan mandiri, 

menjual berbagai jenis 

barang secara eceran 

yang berbentuk 

minimarket, 

supermarket, 

departemen store, 

hypermarket, ataupun 

grosir yang berbentuk 

perkulakan. 

- 

Peraturan Wali kota Kota 

Bontang Nomor 34 tahun 

2018 tentang perubahan 

atas peraturan wali kota 

nomor 52 tahun 2014 

tentang penataan dan 

penyelenggaraan izin usaha 

toko modern minimarket, 

toko modern adalah toko 

dengan sistem pelayanan 

mandiri 

- 

Toko dengan sistem pelayanan 

mandiri, menjual berbagai jenis 

barang secara eceran yang 

berbentuk minimarket, 

supermarket, departemen store, 

hypermarket, ataupun grosir yang 

berbentuk perkulakan. 

  Toko Modern dengan sistem 

waralaba adalah toko modern 

dengan hak khusus yang dimiliki 

oleh orang perorangan atau 

badan usaha terhadap sistem 

bisnis dengan ciri khas usaha 

dalam rangka pemasaran barang 

dan/atau jasa yang telah terbukti 

berhasil dan dapat dimanfaatkan 

dan/atau digunakan oleh pihak 

lain berdasarkan perjanjian 

waralaba 

Perubahan istilah terjadi pada Peraturan Wali kota Kota 

Bontang Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan 

wali kota nomor 52 tahun 2014 tentang penataan dan 

penyelenggaraan izin usaha toko modern minimarket, toko modern 

adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri. Meskipun terdapat 

perbedaan istilah, definisi toko swalayan dan toko modern tetap 

sama (dapat dilihat pada Tabel 1.1).   

Jika ditelaah lebih jauh, peraturan wali kota Kota Bontang 

tersebut tidak mencantumkan peraturan daerah Peraturan Daerah 
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Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai 

konsiderannya, padahal dalam perda teersebut mengamanatkan 

pengaturan mengenai jarak dan jumlah pendirian toko swalayan 

diatur dalam peraturan wali kota. Pengaturan terkait jarak dan 

pendirian telah terakomodir kedalam perwali 34 tahun 2018, akan 

tetapi karena ada penggunaan istilah yang berbeda dan tidak 

tercantumnya perda nomor 9 tahun 2017, sehingga perwali 

tersebut berdiri sendiri dan tidak terkait ke perda, maupun 

peraturan presiden nomor 29 Tahun 2021 dan peraturan Menteri 

perdagangan nomor 23 Tahun 2021. Kajian ini menggunakan 

istilah toko swalayan, akan tetapi untuk aspek teknis terkait 

pengaturan jarak dan pendirian tetap mengacu pada perwali 34 

tahun 2018. 

1.5. Keluaran 

Keluaran kegiatan ini adalah dokumen kajian keberadaan dan 

penyesuaian penyelenggaraan izin usaha toko swalayan, yang 

meliputi: Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, dan Laporan 

Akhir Kegiatan.  
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BAB II 
METODOLOGI 

 

 

2.1. Kerangka Penelitian  

Kajian ini dilakukan dengan melalui lingkup kajian yaitu 1). 

kajian undang-undang dan peraturan 2). pengumpulan data 

primer dan sekunder; 3) analisis optimasi dan penyelenggaraan 

izin usaha toko swalayan; dan 4). penyusunan kesimpulan dan 

rekomendasi kebijakan. Kerangka pemikiran dalam kajian ini, secara 

visual ditampilkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  
Kerangka Penelitian 

2.2. Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokan ke 

dalam dua jenis analisis: 1. Analisis Kondisi dan 2. Analisis 

Optimasi. Sekurang-kurangnya data yang dibutuhkan untuk 

melengkapi kebutuhan analisis tersebut antara lain: 

Kajian undang-

undang dan 

peraturan 

Kondisi eksisting toko  

Swalayan 

Program Linier 

(Solver) 

diseminasi hasil Kajian 

Pengolahan dan Penyajian 

data 

(Program Linier dengan 

kendala) 

Kondisi 

Kependudukan, 

Sosial dan Ekonomi 

Pengumpulan Data Sekunder 

Penyusunan Laporan 

Statistik deskriptif 

Rekomendasi 
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1. Jumlah penduduk menurut kecamatan 

2. Laju pertumbuhan penduduk 

3. Kepadatan penduduk 

4. Status pekerjaan utama penduduk 

5. Komposisi penduduk berdasarkan angkatan kerja dan 

kelompok usia 

6. Komponen indeks pembangunan manusia 

7. Garis kemiskinan 

8. Jumlah Penduduk Miskin 

9. Laju pertumbuhan PDRB 

10. PDRB berdasarkan harga konstan menurut lapangan 

usaha 

11. Nilai investasi 

12. Jumlah investasi berdasarkan proyek dan usaha 

13. RPR/RTRW/RDTR Kota Bontang 

14. Luas wilayah pemukiman penduduk  

15. Jumlah dan sebaran pasar tradisional 3 tahun terakhir 

16. Jumlah dan sebaran toko lokal 3 tahun terakhir 

17. Jumlah dan sebaran toko berjejaring 3 tahun terakhir 

2.3. Metode Analisis Data  

Metode awal sebagai dasar pengambilan keputusan izin toko 

swalayan adalah menggunakan pendekatan statistik deskripif. 

Pengumpulkan data sekunder dilakukan bersumber dari BPS, 

selanjutnya data yang terkumpul disajikan kembali dalam tabel 

dan grafik untuk memberikan gambaran secara visual tentang 

kondisi kependudukan, sosial dan ekonomi di Kota Bontang. Data 

yang dikumpulkan sekurang-kurangnya selama 5 tahun terakhir, 

yaitu pada periode 2017-2021. 

Analisis Oprimasi 

Metode analisis kunci menggunakan analisis optimasi. Kajian 

ini dilakukan untuk mengetahui jumlah optimal toko modern 

waralaba di Kota Bontang menggunakan program linier dengan 
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tiga komponen dasar, yaitu fungsi tujuan yang ingin 

disederhanakan (memperkuat/membatasi), kendala atau batasan 

yang harus dipenuhi, dan variabel keputusan. Bentuk umum dari 

program linier adalah sebagai berikut: 

Fungsi tujuan (maksimum atau minimum): 

𝑍𝑚𝑎𝑥 = 𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 + 𝑐3𝑥3 +⋯ .+𝑐𝑛𝑥𝑛 

Dengan kendala 

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + 𝑎13𝑥3 +⋯ .+𝑎1𝑛𝑥𝑛 = 𝑏1 

. 

. 

. 

𝑎𝑚1𝑥1 + 𝑎𝑚2𝑥2 + 𝑎𝑚3𝑥3 +⋯ .+𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 = 𝑏𝑚 

𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛 ≥ 0 

Dimana 

c1, c2, c3, .... cn  : Koefisien fungsi tujuan 
x1, x2, x3, .... xn  : Variabel keputusan yang ditentukan 
am1, am2, am3, .... amn : Koefisien fungsi kendala 
b1, b2, b3    : Jumlah fungsi kendala 

Proses perhitungan dengan menggunakan metode simpleks 

dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 

1. Menentukan model untuk variabel keputusan yang akan 

digunakan  

2. Menentukan model fungsi tujuan yang akan dicapai 

3. Menentukan fungsi kendala 

4. Menyusun persamaan model ke dalam tabel simpleks sesuai 

dengan tabel dasar berikut: 

Tabel 2.1.  

Tabel dasar metode simpleks 

 

Variabel 

Dasar 

x1 x2 ... xn S1 S2 ... Sn RHS 

Z -c1 -c2 ... -cn 0 0 0 0 0 

S1 a11 a12 ... a1n 1 0 0 0 b1 
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S2 a21 a22 ... a2n 0 1 0 0 b2 

⋮ ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Sn am1 am2 ... ... ... ... ... ... bm 

 

Tabel 1 adalah matriks yang menunjukkan variabel yang 

nilainya sama dengan ruas kanan persamaan. Right hand side 

(RHS) adalah nilai kunci dari persamaan, atau nilai dari pembatas 

sumberdaya yang tersedia. Fungsi kendala dinotasikan dengan xn, 

variabel slack (variabel yang ditambahkan ke dalam model 

matematis) dinotasikan dengan S1, dan Z adalah notasi untuk 

fungsi tujuan.  

5. Menentukan perpotongan antara kolom kunci dan baris 

kunci 

6. Tahapan perhitungan iterasi 

Keseluruhan proses perhitungan ini dilakukan dengan 

menggunakan program Solver pada software microsoft excel.  

Pemetaan Sebaran dan Penghitungan jarak  

1. Alat dan Bahan 

Alat 

Komputer Intel(R) Core (TM) 

i3-4170 CPU @ 3.70GHz, 

RAM 8 Gb 

Software Microsoft Excel 

2013 

Software QGIS 3.26.1 GPS 

Bahan 

Shapefile Batas Kecamatan 

Bontang Skala 1:50.000 

Shapefile Rencana Pola 

Ruang Kota Bontang 

Shapefile Jaringan Jalan Kota 

Bontang Skala 1:50.000 

Basmap Google Satelit – 

QGIS 3.26.1 

2. Persiapan 
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a. Mengunduh file Shapefile (Shp) batas kecamatan dan 

jaringan kota bontang di website Badan Informasi 

Geoportal (BIG); 

b. Install Plug-In Quick Maps Service di QGIS 3.26.1; 

c. Input titik koordinat yang diperoleh ke Microsoft Excel, 

selanjutnya konversi titik tersebut ke dalam format 

Shp. 

3. Tahapan pemetaan 

a. Mengatur system koordinat layer QGIS ke system WGS 

1984; 

b. Menginnput file Shp dari titik koordinat, Batas 

kecamatan kota bontang dan jaringan jalan kota 

bontang; 

c. Melakukan intersect titik koordinat dan batas 

kecamatan bontang (untuk menggabungkan informasi 

titik koordinat dengan batas kecamatan) 

d. Melakukan dislove hasil intercect berdasarkan nama 

kecamatan, dengan tujuan memisahkan titik 

koordinat perkecamatan.  

e. Melakukan simbologi pada jaringan jalan, batas 

kecamatan serta titik koordinat 

f. Layouting sesuai kaidah peta. 

4. Mengukur jarak pasar rakyat dan took swalayan 

a. Buka Software QGIS 3.26.1 

b. Input Shapefile (Shp) titik koordinat yang telah 

terdapat informasi nama toko dan kecamatan 

c. Lakukan simbologi serta tampilkan label titik 

koordinat tersebut. 

b. Gunakan Tools Measure line, arahkan kursor ke titik 

1 dan klik kiri lalu arahkan ke titik selanjutnya 

dengan sesuai arah jalan yang ada 
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2.4. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Kajian ini dimulai dengan proses penyamaan presepsi antara 

pihak pertama dan pihak kedua, yang selanjutnya dituangkan 

dalam Perjanjian Kerjasama (PKS). Dengan dasar PKS tersebut, 

tim mulai berkerja dengan pengumpulan data sekunder dan 

analisis data untuk menghasilkan laporan awal yang 

menjelasakan kondisi Kota Bontang dari sisi kependudukan, sosial 

dan ekonomi. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan 

pengumpulan data primer. Pada tahap ini peneliti fokus kepada 

data pada data keberadaan toko swasta di Kota Bontang. Secara 

lengkap, tahapan da waktu pelasanaan kegiatan dirincikan 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Jadwal Kegiatan 
 

Kegiatan 
September Oktober November 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Kesamaan presepsi             

Perjanjian Kerjasama             

Pengumpulan data sekunder             

Pengolahan, Analisis data sekunder, dan 

kajian regulasi 
            

Penyusunan Laporan Pendahuluan             

Seminar Laporan Pendahuluan             

Pengumpulan data primer             

Tabulasi dan pengolahan data primer             

Seminar laporan pendahuluan             

Analisis data             

Penyusunan Laporan Akhir             

Seminar Akhir             
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BAB III  

ASPEK KEPENDUDUKAN 
SOSIAL, DAN EKONOMI  

 

Keberadaan toko swasta secara teoritis memiliki dampak pada 

perekonomian daerah, dengan asumsi semakin banyak industri 

dan perdagangan maka perputaran uang dalam suatu wilayah 

akan semakin cepat. Hal tersebut juga dikaitkan dengan ada 

regulasi yang relevan, yaitu: Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang 

Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat 

Perbelanjaan Dan Toko Swalayan; Peraturan Daerah Kota Bontang 

Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, 

Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan; Peraturan Wali Kota Kota 

Bontang Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan 

Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern Minimarket. Regulasi 

yang ada menjadi dasar bahwa kondisi kependudukan, sosial dan 

ekonomi suatu wilayah akan menjadi penentu pengambilan 

keputuhan kebijakan daerah, termasuk didalamnya pemberian 

izin toko swasta. 

3.1. Kondisi Kependudukan 

Alokasi penyediaan kebutuhan suatu daerah, akan 

menjadikan faktor kependudukan sebagai salah satu penentu 

kebijakan. Bontang merupakan salah satu kota di Provinsi 

Kalimantan Timur. Kondisi kendudukan di Kalimantan Timur 

menunjukan tren yang positif, namun kepadatan penduduk di 
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Kalimantan Timur menempati urutan ke 31 (data BPS, 2021) dari 

35 Provinsi di Indonesia. Begitupula dengan Kota Bontang. 

Dibandingkan dengan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, Kota 

Bontang menempati urutan ke 3 Kabupaten/Kota terpadat di 

Kalimantan Timur. Secara rata-rata, 1km luas area Kota Bontang 

akan ditempati oleh 1.089 jiwa. Gambaran kependudukan kota 

Bontang diuraikan sebagai berikut. 

3.1.1  Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bontang 

Tabel 3.1 
Jumlah Penduduk Kota Bontang (Jiwa) 

 

Kecamatan 2017 2018 2019 2020 2021 

Bontang 

Selatan 
66794 67960 69063 67142 67436 

Bontang Utara 68813 69652 82626 82121 83563 

Bontang Barat 35004 36594 29929 29654 29844 

Bontang 170611 174206 177722 178917 180843 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang 

Tabel 3.1 menunjukkan jumlah penduduk Kota Bontang 

menurut kecamatan pada Tahun 2017-2021. Kecamatan di Kota 

Bontang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Bontang Selatan, Bontang 

Utara dan Bontang Barat. Secara keseluruhan dari rentang waktu 

selama 5 tahun (2017-2021) terjadi peningkatan jumlah penduduk 

di Kota Bontang yaitu sebesar 10.232 jiwa. Urutan jumlah 

penduduk terbanyak pada tahun terbaru (2021) dari ketiga 

kecamatan tersebut adalah Bontang Utara, Bontang Selatan, dan 

Bontang Barat. Kecamatan Bontang Utara adalah wilayah dengan 

penduduk terbanyak selama 5 tahun terakhir. Perbandingan 

kondisi penduduk, selanjutnya digambarkan dengan laju 

pertumbuhan penduduk sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bontang (%) 

 

Kecamatan 2017 2018 2019 2020 2021 

Bontang 
Selatan 

1.9 2.05 0.92 1.52 0.33 

Bontang 
Utara 

1.37 1.52 1.8 2.85 1.33 

Bontang 
Barat 

4.7 4.85 0.42 1.73 0.48 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang 

BPS menghitung laju pertumbuhan penduduk dengan 

menggunakan metode gemetrik, dimana BPS memilih tahun dasar 

sebagai pembanding atas penambahan penduduk pertahunnya. 

Tabel 3.2 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Kota 

Bontang yang diukur dengan persentase pada Tahun 2017-2021. 

Dari tabel ini kita dapat melihat bahwa tidak terjadi perubahan 

laju pertumbuhan penduduk yang signifikan dari tahun ke tahun 

pada Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Utara. Namun 

pada Kecamatan Bontang Barat persentase laju pertumbuhan 

penduduk di Kota Bontang mengalami fluktuasi. Membandingkan 

data tersebut dengan Tabel 3.1, Kecamatan Bontang Utara juga 

merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak sehingga 

pertumbuhannya juga relatif cepat jika dibandingkan dengan 

kecamatan lainnya. 

3.1.2 Sebaran Penduduk Kota Bontang 

Tabel 3.3 
Persentase Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kota Bontang (%) 

Kecamatan 2017 2018 2019 2020 2021 

Bontang 
Selatan 

39,15 39,01 38,03 37,53 37,29 

Bontang 
Utara 

40,33 39,98 45,49 45,9 46,21 

Bontang 
Barat 

20,52 21,01 16,48 16,57 16,5 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang 

Tabel 3.3 menunujukkan persentase penduduk berdasarkan 

sebaran pada Kecamatan di Kota Bontang pada tahun 2017-2021. 
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Dari tabel di atas kita dapat menyimpulkan bahwa persentase 

penduduk terbesar berada di Kecamatan Bontang Utara, 

kemudian disusul oleh Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang 

Barat. Secara konsisten pada 5 tahun terakhir, Kecamatan 

Bontang Utara memiliki jumlah penduduk terbanyak dimana pada 

tahun 2021 hampir setengah (46.21%) dari jumlah penduduk di 

Kota Bontang berdomisili pada wilayah tersebut.  

Tabel 3.4 
Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kota Bontang 

(jiwa/Km²) 

Kecamatan 2017 2018 2019 2020 2021 

Bontang 
Selatan 

598,55 627 623 605.38 608,03 

Bontang Utara 
2128,37 2180 2501 2486 

2529,6
5 

Bontang Barat 
1951,67 2048 1669 1653,38 

1663,9
7 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang 

Kepadatan penduduk merupakan ukuran seberapa banyak 

penduduk suatu wilayah yang menempati 1 kilometer persegi luas 

wilayah. Tabel 3.4 menunjukkan kepadatan penduduk 

berdasarkan kecamatan di Kota Bontang pada Tahun 2017-2021 

dengan satuan jiwa/km2. Dari angka pada tabel di atas kita dapat 

menyimpulkan bahwa kepadatan penduduk di tiap-tiap 

kecamatan dalam angka yang relatif stabil. Dan dari rentang 

waktu Tahun 2017-2021 tidak terjadi ledakan penduduk di Kota 

Bontang.  

Kecamatan Bontang Utara, memiliki jumlah penduduk 

terbanyak dan juga terpadat jika dibandingkan dengan kecamatan 

lainnya. Pada tahun 2017 terdapat 2128 penduduk/km2 dan terus 

mengalami peningkatan sampai dengan 2529 penduduk/km2 

ditahun 2021. Begitupula dengan Bontang selatan yang kepadatan 

penduduknya terus meningkat. Hal berbeda dengan Kecamatan 

Bontang Selatan, terjadi penurunan kepadatan penduduk seiring 

dengan pertambahan penduduk yang juga menurun (banding 

tabel 3.1 dan 3.3). hal ini dapat disebabkan oleh adanya pengaruh 
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kurangnya fertilitas dan lambatnya pertambahan penduduk tidak 

murni (migrasi) pada wilayah ini. 

3.1.3 Sebaran Penduduk Berdasarkan Jenis/Status Pekerjaan 

Menurut Kecamatan di Kota Bontang 

Tabel 3.5 
Status Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin Penduduk 

Kota Bontang 

Status Pekerjaan Utama 

Status Pekerjaan Berdasarkan Jenis Kelamin (jiwa) 

2017 2018 2019 2020 2021 

L P L P L P L P L P 

Berusaha Sendiri 4904 3361 4614 4366 5931 6453 7598 5649 6178 4783 

Berusaha dibantu buruh 

tidak tetap/buruh tak 

dibayar 

3679 1095 2565 2846 4967 2434 4140 4223 3196 4049 

Berusaha dibantu buruh 

tetap/buruh dibayar 
471 1220 1700 993 2295 999 2333 847 2290 1205 

Buruh/Karyawan/pegawai 30856 8697 35415 14345 36734 13611 33742 14697 34942 14937 

Pekerja lepas 3702 1795 1224 252 1143 185 623 201 839 497 

pekerja keluarga 2397 6013 1624 3095 1522 2633 4072 5107 3153 5067 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang 

Tabel 3.5 menunjukkan status pekerjaan utama berdasarkan 

jenis kelamin penduduk di Kota Bontang Tahun 2017-2021 (dalam 

satuan jiwa). Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa status 

pekerjaan utama yang yang paling mendominasi adalah pada 

sektor Buruh/Karyawan/Pegawai. Hal ini disebabkan oleh Kota 

Bontang yang merupakan kota industri dan ditandai dengan 

adanya perusahaan-perusahaan besar beroperasi di Kota Bontang 

seperti Badak NGL, Pupuk Kaltim, dan Indominco Mandiri yang 

bergerak di bidang gas alam, nutrisi tanaman, agri solutions, dan 

kimia, serta batubara. Selain daripada kategori 

Buruh/Karyawan/Pegawai, terdapat status pekerjaaan utama 

lainnya seperti Berusaha Sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak 

tetap/buruh tak dibayar, Berusaha dibantu buruh tetap/buruh 

dibayar, Pekerja lepas dan Pekerja keluarga, dimana para pekerja 

tidak hanya didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, namun juga 

diimbangi oleh pekerja yang berjenis kelamin perempuan. Hal 

menunjukan bahwa pertumbuhan wirausaha di Kota Bontang 

masih perlu ditingkatkan. 
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3.1.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja di 

Kota Bontang 

Angkatan kerja merupakan klasifikasi data kependudukan 

yang dikelompokan oleh BPS berdasarkan penduduk berusia 15 

tahun keatas. Angkatan kerja dikelompokkan menjadi angkatan 

kerja yaitu golongan penduduk bekerja dan tidak bekerja 

(pengangguran terbuka), dan bukan angkatan kerja yaitu 

penduduk usia kerja yang memilih tidak masuk ke dalam pasar 

kerja, dengan memilih aktivitas sekolah, mengurus rumah tangga 

dan aktivitas lainnya. Berikut disajikan data penduduk usia kerja 

selama 5 tahun terakhir. 

Tabel 3.6 

Angkatan Kerja Kota Bontang (jiwa) 

Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Angkatan Kerja 77882 82683 88679 91932 90071 

     1.1 Bekerja 68190 74902 80677 83232 81136 
     1.2 Pengangguran 
Terbuka 9692 7781 8002 8700 8935 

2. Bukan Angkatan Kerja 42833 45071 41609 40834 45101 

     2.1 Sekolah 9885 11777 10559 9166 10585 

     2.2 Mengurus Rumah 
Tangga 29317 28384 27946 27290 29347 

     2.3 Lainnya 3631 4910 3104 4378 5169 

Total Angkatan Kerja 120715 127754 130288 132766 135172 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang 

Tabel 3.6 menunjukkan angkatan kerja di Kota Bontang 

(dalam jiwa) pada Tahun 2017-2021. Semakin banyak penduduk 

usia kerja yang memilih masuk ke pasar tenaga kerja, maka akan 

sebaik baik kondisi perekonomian suatu wilayah. Pada rentang 

waktu Tahun 2017-2021 di Kota Bontang jumlah angkatan kerja 

lebih mendominasi dibandingkan dengan jumlah bukan angkatan 

kerja. Dimana pada angkatan kerja yang bekerja pada data tahun 

terakhir (2021) sebesar 90% dan yang berstatus pengangguran 

terbuka sebesar 10%. Sedangkan data bukan angkatan kerja pada 

data tahun terakhir (2021) menunjukkan status sekolah sebesar 

23,5 %, status mengurus rumah tangga sebesar 65%, dan lainnya 

sebesar 11,5%.  
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Selanjutnya, kondisi kependukan penduduk usia produktif 

juga dapat ditunjukan dengan membandingkan penduduk 

berdasarkan komposisi usia. Semakin banyak penduduk usia 

produktif yaitu penduduk usia 15 tahun keatas, maka semakin 

baik perekonomian suatu wilayah. Dengan asumsi penduduk usia 

non produktif tidak memiliki penghasilan sehingga pengeluaran 

(kebutuhan) konsumsinya akan ditanggung oleh penduduk usia 

produktif. Sebaran penduduk berdasarkan komposisi usia, secara 

visual disajikan pada gambar berikut. 

 

Gambar 3.1 
Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kota Bontang 2021 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang 

 

Gambar 3.1 menunjukkan komposisi penduduk 

berdasarkan kelompok usia di Kota Bontang Tahun 2021. Dari 

gambar ini dapat diketahui struktur kependudukan di Kota 

Bontang, dimana informasi ini dapat memudahkan Pemerintah 

Kota Bontang dalam membentuk kebijakan demografi tertentu 

seperti mendorong jumlah kelahiran atau justru mengurangi 

jumlah kelahiran dengan metode keluarga 

rerencana dan kontrasepsi. Kami mengelompokan penduduk usia 
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produktif dalam bagan berwarna orange dan penduduk 

nonprodukti dengan gradasi warna lebih rendah. 

Terlihat bahwa komposisi penduduk di Kota Bontang 

berdasarkan kelompok usia terlihat stasioner jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya, dimana angka kelahiran lebih tinggi 

dibandingkan dengan angka kematian. Sedangkan distrribusi 

penduduk berdasarkan kelompok usia terlihat cukup merata pada 

kelompok usia pproduktif. Penduduk usia diatas 60 tahun 

cenderung lebih sedikit, hal ini berimplikasi pada umur harapan 

hidup (UHH) dengan nilai cenderung rendah pula. Sebaliknya, 

penduduk kurang dari 15 tahun, terutama penduduk 0-10 tahun 

merupakan komposisi terbanyak. Hal ini dapat mengindikasikan 

laju pertambahan penduduk alamiah. 

3.2. Kondisi Sosial  

Kondisi sosial adalah salah satu indikator yang memiliki 

hubungan erat dengan indikator kesejahteraan masyarakat. 

Memvisualkan kesejahteraan penduduk di Kota Bontang, kami 

tampilkan berdasarkan data indeks pembangunan manusia dan 

kemiskinan. 

3.2.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 

Tabel 3.7 
Perkembangan IPM Kota Bontang 

Komponen 2017 2018 2019 2020 2021 

Umur Harapan Hidup 
(tahun) 

73.72 73.94 74.18 74.28 74.55 

Harapan Lama Sekolah 
(tahun) 

12.88 12.89 12.9 13.03 13.17 

Rata-rata lama sekolah 
(tahun) 

10.7 10.72 10.73 10.79 10.8 

Pengeluaran Per Kapita 

(Ribu Rp) 
16271 16698 16843 16278 16765 

IPM 79.47 79.86 80.09 80.02 80.59 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang 

Tabel 3.7 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat 
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mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, 

kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan 

oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 

1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan 

tahunan Human Development Report (HDR). Terdapat 4 (empat) 

komponen dalam mengukur IPM yaitu umur harapan hidup, 

harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran 

per kapita. Semakin tinggi IPM suatu wilayah, maka semakin 

sejahteraan penduduk wilayah tersebut. 

Indeks Kesehatan menggambarkan dimensi dari umur 

panjang dan hidup sehat. BPS menghitung indeks kesehatan 

kedalam Umur Harapan Hidup yang menggambarkan dimensi dari 

umur panjang dan hidup sehat. Secara rerata, setiap tahunnya 

terjadi pengkatan pada kesehatan penduduk kota Bontang, yang 

ditandai dengan UHH yang terus meningkat. Selanjutnya indeks 

pendidikan di proyeksikan dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-

rata Lama Sekolah. Di Kota Bontang, telah terjadi peningkatan 

kemampuan penduduk untuk mengakses pendidikan selama 5 

tahun terakhir. Dimana rata-rata lama sekolah hampir mendekati 

angka 12 tahun, yang menunjukan semakin berkurang penduduk 

yang putus sekolah pada tingkat sekolah menegah atas (SMA). 

Komponen pembentuk IPM terakhir adalah Indeks 

Pengeluaran yang menggambarkan dimensi standar hidup layak. 

Selama 5 tahun terakhir, nilai ini relatif stabil yaitu pada kisaran 

Rp 16.000 ribu per kapita. Secara rata-rata nilai ini menunjukan 

satu penduduk kota Bontang membelanjakan sekitar Rp. 1,3 juta 

dalam satu bulan. Diperlukan kebijkan ekspansif oleh pemerintah 

setempat untuk mendorong kenaikan nilai pengeluaran perkapita 

tersebut. Dapat terlihat pada data bahwa IPM pada Tahun 2017-

2021 mengalami kenaikan dari angka 79.47 menjadi 80.59, 

artinya terdapat peningkatan status IPM dari kelompok kategori 

“tinggi” menjadi kategori “sangat tinggi”. 
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3.2.2 Kemiskinan Kota Bontang  

 

Gambar 3.2 
Garis Kemiskinan Kota Bontang 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang 
 

Garis kemiskinan merupakan pengeluaran penduduk 

untuk kebutuhan makanan dan non makanan dengan satuan 

rupiah/penduduk/bulan. Gambar 3.2 menunjukkan garis 

kemiskinan di Kota Bontang pada rentang waktu Tahun 2012-

2021. Pada data in terlihat bahwa terjadi kenaikan garis 

kemiskinan di Kota Bontang pada Tahun 2012-2021 dari angka 

Rp. 383.200,- menjadi Rp. 665.557, dan kenaikan yang terjadi 

dalam kurun waktu 10 Tahun adalah sebesar Rp. 282.357,-

/kapita/bulan. Artinya angka tersebut merupakan batas minimum 

pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar 

hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan nonmakanan di Kota 

Bontang. Jika di bawah angka tersebut maka masuk  dalam 

kategori penduduk miskin. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin 

disajikan pada gambar berikut. 

 

Gambar 3.3 
Jumlah Penduduk Miskin Kota Bontang 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang 
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Gambar 3.3 menunjukkan perkembangan jumlah 

penduduk miskin (pra-sejahtera) di Kota Bontang dari Tahun 2012 

hingga Tahun 2021. Dalam kurun waktu 10 Tahun jumlah 

penduduk miskin di Kota Bontang relatif stabil di angka 7-8 (ribu 

jiwa). Pada tahun 2017, terjadi penurunan jumlah penduduk 

miskin di Kota Bontang, namun pada tahun 2020 jumlah 

penduduk miskin kembali meningkat. Hal dapat dikaitkan dengan 

adanya pandemi covid-19 yang melanda sampai ke Indonesia 

sampai dengan saat ini. Jika dibandingkan dengan jumlah 

keseluruhan penduduk Kota Bontang, jumlah penduduk miskin 

berkisar di angka 4,5-5%. Secara visual persentase penduduk 

miskin di Kota Bontang disajikan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 

Persentase Penduduk Miskin Kota Bontang 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang 

Gambar 3.4 menunjukkan persentase penduduk miskin di 

Kota Bontang secara keseluruhan. Jika melihat pada gambar, 

dapat terlihat bahwa angka kemiskinan dalam kurun waktu 10 

Tahun relatif stabil, dan tidak terjadi kenaikan maupun 

penurunan yang drastis. Pada tahun 2019-2021 dimana Pandemi 

Covid-19 terjadi, Pemerintah Kota Bontang berhasil menjaga rasio 

angka kemiskinan dan tidak terjadi peningkatan tajam di saat 

perekonomian secara global sedang menurun. Namun dalam 10 

tahun terakhir, secara serata, Pemerintah Kota Bontang belum 

berhasil merubah tren negatif pada persentase penduduk miskin 

tersebut. 
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3.3. Perekonomian  

3.3.1  Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang 

Tabel 3.8 
Laju Pertumbuhan PDRB Atas dasar harga Konstan Berdasarkan 

Lapangan Usaha 

Lapangan Usaha 

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) 

2017 2018 2019 2020 2021 

A. Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
5.63 8.9 6.51 3.4 2.39 

B. Pertambangan dan Penggalian 11.69 -14.48 -18.18 -10.77 -10.32 

C. Industri Pengolahan -0.01 -5.63 -3.35 -3.77 1.62 

D. Pengadaan Listrik dan Gas 6.99 5.05 7.92 12.32 -2.15 

E. Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur Ulang 
8.15 9.67 4.16 1.86 3.93 

F. Konstruksi 3.54 4.81 5.75 0.04 0.06 

G. Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
2.44 6.19 4.4 3.73 1.02 

H. Transportasi dan Pergudangan 2.6 5.61 3.39 3.16 3.28 

I. Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
8.71 8.99 8.72 -1.4 1.48 

J. Informasi dan Komunikasi -0.05 0.03 3.05 5.6 5.92 

K. Jasa Keuangan dan Asuransi -1.81 1.3 0.43 3.45 2.44 

L. Real Estat 1.02 3.43 4.32 4.08 0.22 

M,N. Jasa Perusahaan 0.85 2.94 3.06 -1.69 1.64 

O. Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

-0.32 3.15 3.38 -3.2 0.72 

P. Jasa Pendidikan 8.8 9.21 4.97 5.28 2.24 

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 
7.55 8.38 4.48 17.65 14.16 

R,S,T,U. Jasa lainnya 6.35 7.9 5.93 -1.02 1.08 

PRODUK DOMESTIK REGIONAL 

BRUTO 
0.55 -4.08 -2.15 -2.74 1.6 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang 

Tabel 3.8 menunjukkan Laju Pertumbuhan PDRB Atas dasar 

harga Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha di Kota Bontang 

pada Tahun 2017-2021. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 terdapat tren kenaikan dan 

penurunan di berbagai lapangan usaha. Pada Tahun 2017 sektor 

pertambangan dan penggalian merupakan lapangan usaha 

penyumbang terbesar dalam PDRB, namun pada tahun 2018-
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2021 terjadi penurunan yang signifikan di sektor ini 

(pertambangan dan penggalian) dikarenakan oleh adanya 

penurunan harga batubara secara global dan adanya Pandemi 

Covid-19, sehingga angka laju pertumbuhan di sektor 

pertambangan dan penggalian menjadi -10,32% pada Tahun 2021. 

Di sisi lain, dampak dari adanya Pandemi Covid-19 adalah 

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di sektor Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan Sosial yang mengalami peningkatan positif pada 

Tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 17,65% dan 14,16%. adanya 

penurunan sektor pertambangan dan penggalian pada Tahun 

2018 menyebabkan akumulasi PDRB pada tahun tersebut 

menurun menjadi -4,08%. Namun Pemerintah Kota Bontang 

secara bertahap dengan kebijakannya mampu meningkatkan laju 

pertumbuhan secara bertahap hingga Tahun 2021 sebesar 1,6%. 

Pada tahun 2021, terdapat beberapa sektor yang menunjukan 

pertumbuhan positif dan mendominasi dibandingkan sektor 

lainnya, yaitu pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan; Informasi 

dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; dan Jasa 

Kesehatan dan Kegiatan Sosial. 

3.3.2  Perkembangan Investasi Di Kota Bontang  

Tabel. 3.9 

Perkembangan Nilai Investasi di Kota Bontang Menurut 
Sumbernya 

Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021 

Realisasi Investasi 
PMDN (juta RP) 

700114 5955705 667213.58 1740462 674689.29 

Realisasi Investasi 
PMA (juta US) 

1072.63 188.09 280.63 167.31 33.19 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang 

Tabel 3.9 menunjukkan perkembangan nilai investasi di 

Kota Bontang pada Tahun 2017-2021 menurut sumbernya, yang 

terdiri dari Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA). 

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
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ada 2 status permodalan; (i) Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha 

di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh 

penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam 

negeri; (ii) Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan 

menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara 

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing 

baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang 

berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Data 

menunjukkan bahwa dari sumber Investasi PMDN maupun PMA, 

investasi yang ditanamkan di Kota Bontang cukup besar dari 

Tahun 2017-2021, walaupun pada Realisasi Investasi PMA terjadi 

tren penurunan investasi dari tahun ke tahun yang signifikan. 

 

 

Gambar 3.5 

Perkembangan Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek dan Usaha 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang 

 

Gambar 3.4 menunjukkan perkembangan investasi 

berdasarkan jumlah proyek dan usaha di Kota Bontang pada 

Tahun 2012-2021 (10 Tahun). Pada tahun 2012 – 2017 jumlah 

proyek dan usaha yang mendapatkan suntikan dana cenderung 

kecil. Kinierja baik terlihat pada tahun 20218, dimana terjadi tren 

peningkatan investasi yang signifikan dari Tahun 2018-2021. 

Dengan total jumlah 824 proyek yang terdiri dari 809 jumlah 
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usaha PMDN dan 15 jumlah usaha PMA. Sebanding dengan nilai 

investasi di Kota Bontang yang bersumber dari asing yang 

cenderung meneurun, jumlah proyek yang dibiayai asing juga 

masih sangat kurang jika dibandingankan dengan total proyek. 

 

3.3.3 Pertumbuhan Pendapatan di Kota Bontang 

Tabel 3.10 

PDRB Atas dasar harga Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha 
Kota Bontang 

Lapangan Usaha  
 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)  

2017 2018 2019 2020 2021 

 A. Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan  
368,451.77 401,233.39 427,340.22 441,859.30 452,423.49 

 B. Pertambangan dan 

Penggalian  
441,268.46 377,360.02 308,738.09 275,498.01 247,055.38 

 C. Industri Pengolahan  

    

36,125,004.62  

    

34,091,491.67  

    

32,950,291.24  

    

31,707,546.58  

    

32,221,846.90  

 D. Pengadaan Listrik dan 

Gas  
13,885.05 14,585.89 15,741.54 17,680.78 17,301.17 

 E. Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang  

8,939.05 9,803.45 10,210.98 10,401.11 10,809.55 

 F. Konstruksi  2,071,154.06 2,170,819.16 2,295,667.36 2,296,681.02 2,298,028.60 

 G. Perdagangan Besar 

dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor  

1,072,591.92 1,139,026.98 1,189,121.30 1,233,489.84 1,246,010.11 

 H. Transportasi dan 

Pergudangan  
563,174.13 594,769.61 614,958.12 634,390.95 655,186.02 

 I. Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum  
173,662.69 189,270.75 205,776.59 202,885.86 205,885.82 

 J. Informasi dan 

Komunikasi  
379,397.84 379,501.58 391,085.80 412,998.63 437,456.37 

 K. Jasa Keuangan dan 

Asuransi  
301,720.37 305,648.67 306,960.63 317,553.07 325,286.25 

 L. Real Estat  189,607.78 196,109.06 204,572.70 212,919.34 213,390.30 

 M,N. Jasa Perusahaan  193,051.55 198,727.32 204,810.24 201,352.69 204,646.36 

 O. Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib  

455,177.06 469,529.11 485,417.22 469,871.93 473,252.39 

 P. Jasa Pendidikan  357,382.52 390,298.69 409,699.55 431,320.65 440,999.08 

 Q. Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial  
238,010.87 257,944.43 269,499.73 317,073.32 361,981.26 

 R,S,T,U. Jasa lainnya  120,576.70 130,097.08 137,808.43 136,404.47 137,874.85 

 PRODUK DOMESTIK 

REGIONAL BRUTO  
43,073,056.45 41,316,216.87 40,427,699.74 39,319,927.56 39,949,433.91 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang 
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Tabel 3.9 menunjukkan PDRB Atas dasar harga Konstan 

Berdasarkan Lapangan Usaha Kota Bontang pada Tahun 2017-

2021 (juta rupiah). Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 

Tahun 2017 hingga Tahun 2021 terdapat tren kenaikan dan 

penurunan di berbagai lapangan usaha. Namun total PDRB Kota 

Bontang memiliki kecederungan menurun selama 5 tahun 

terakhir. Terdapat 3 sektor yang secara konsisten memberikan 

kontribusi berbesar pada produktifitas daerah yaitu sektor 

Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan 

Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. 

Pada Tahun 2017 sektor pertambangan dan penggalian 

merupakan lapangan usaha penyumbang terbesar dalam PDRB, 

namun pada tahun 2018-2021 terjadi penurunan yang signifikan 

di sektor ini (pertambangan dan penggalian) dikarenakan oleh 

adanya penurunan harga batubara secara global dan adanya 

Pandemi Covid-19, sehingga angka laju pertumbuhan di sektor 

pertambangan dan penggalian menjadi 247,055.38 pada Tahun 

2021. Di sisi lain, dampak dari adanya Pandemi Covid-19 adalah 

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di sektor Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan Sosial secara signifikan pada Tahun 2020 dan 2021 

yaitu sebesar 317,073.32 dan 361,981.26. Adanya penurunan 

sektor pertambangan dan penggalian pada Tahun 2018 

menyebabkan akumulasi PDRB pada tahun tersebut menurun 

menjadi 41,316,216.87. Namun Pemerintah Kota Bontang secara 

bertahap dengan kebijakannya mampu meningkatkan laju 

pertumbuhan secara bertahap hingga Tahun 2021 sebesar 

39,949,433.91. 
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BAB IV  

KONDISI EKSISTING  

TOKO SWALAYAN 
 

4.1. Perkembangan Toko Swalayan 

Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Republik 

Indonesia Nomir 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, 

Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 

dan Peraturan daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 9 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan 

Dan Toko Swalayan, mendefinisikan toko swalayan adalah toko 

dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang 

eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, 

hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 

Disebutkan juga dalam PERDA tersebut, luas lantai penjualan 

bangunan untuk toko swalayan menurut bentuknya: 

• Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter 

persegi) 

• Supermarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter 

persegi) 

• Departemen store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter 

persegi) 

• Hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter 

persegi) 

Melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan 

Perdagangan telah dilakukan pendataan jumlah toko swalayan 

yang ada di kota Bontang yang disajikan pada Tabel 4.1 
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Tabel 4.1 
Jumlah toko swalayan di wilayah Kota Bontang tahun 2020 

No Toko Swalayan Pengelola/Pemilik IUTM Alamat Kelurahan 

1 
Minimarket 

Damai 
  Jl. S. Parman 

Gunung 

Telihan 

2 Sm Minimarket   Jl. Brigjen Katamso 
Gunung 
Telihan 

3 Minimarket 61   Jl. S. Parman Belimbing 

4 Telihan Mart   Jl. S. Parman Belimbing 

5 Hendra Mart   Jl. S. Parman Belimbing 

6 Menjangan Mart   Perum. Btn Pkt Belimbing 

7 Tania Mart Subhan  Perum. Btn Pkt Belimbing 

8 Bc Minimarket Muladi  Perum. Btn Pkt Belimbing 

9 Efata Mart   Perum. Btn Pkt Belimbing 

10 Era Mart Stefhanie Ada Jl. Brigjen Katamso Belimbing 

11 Kopkar Pkt Kopkar Pkt Ada Pc.Vi Belimbing 

12 Mekar Mart  Ada 
Jl. Cipto Mangun 

Kusumo 
Loktuan 

13 
Toko Oentong 

(Indomaret) 
Dr. Gesang  Jl.Slamet Riyadi Loktuan 

14 Hendra Mart   Jl.Slamet Riyadi Loktuan 

15 Karya Sakti   Jl. Brigjen Katamso 
Gunung 

Elai 

16 Indomaret Dr. Gesang Ada Jl. Brigjen Katamso 
Gunung 

Elai 

17 Samaria Grosir   Jl. Mh. Thamrin 
Gunung 

Elai 

18 Damai   Jl. Mh. Thamrin 
Gunung 

Elai 

19 Parna Grosir   Jl. Mh. Thamrin 
Bontang 

Baru 

20 Raihan   Jl. Mh. Thamrin 
Bontang 

Baru 

21 C.C Minimarket   Jl. Suryanata 
Bontang 

Baru 

22 Rezeki Baru   Jl. Awang Long 
Bontang 

Baru 

23 Alfamidi Alfamidi Ada Jl. Awang Long 
Bontang 

Baru 

24 Suwarni   Jl. Am. Parikesit 
Bontang 

Baru 

25 Rejeki Ana   Jl. Am. Parikesit 
Bontang 

Baru 

26 
Toko Mutiara 
Jaya 

Abdi Najah Ada Jl. Di. Panjaitan 
Bontang 

Baru 

27 Rindy   Jl.Ks. Tubun 
Bontang 

Kuala 

28 212 Mart   Jl.Ks. Tubun 
Bontang 

Kuala 

29 Gieza Mart Wawan Ika S.  Jl.Ks. Tubun 
Bontang 
Kuala 

30 Rocket Mart   Jl.Ks. Tubun 
Bontang 

Kuala 

31 Era Mart Stefhanie Ada Jl. Di. Panjaitan Api-Api 

32 Kita Mart   Jl. Mt. Haryono Api-Api 

33 Hitim Mart   Jl. Mt. Haryono Api-Api 

34 Gunung Mas Djinar  Jl. R. Suprapto Api-Api 
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No Toko Swalayan Pengelola/Pemilik IUTM Alamat Kelurahan 

35 Safa Mart   Jl. R. Suprapto Api-Api 

36 KARYA SAKTI   JL. A. YANI Api-Api 

37 SURIAH SYAIFUL ANWAR ADA JL. A. YANI Api-Api 

38 Tri Rejeki   Jl. Pattimura Api-Api 

39 Anaim   Jl. Pattimura Api-Api 

40 Kawan Kita 2 H. Suradin  Jl. Jendral 
Sudirman 

Tanjung 
Laut 

41 Indomaret Suriyadi Ada 
Jl. Jendral 

Sudirman 

Tanjung 

Laut 

42 Hendra Mart  Ada Jl. Imam Bonjol 
Tanjung 

Laut 

43 212 Mart Wagiran  Jl. Imam Bonjol 
Tanjung 

Laut 

44 Hmt Mart   Jl. Imam Bonjol 
Tanjung 

Laut 

45 Suryani   Jl. Pelabuhan 1 
Tanjung 

Laut Indah 

46 
Toko Tanjung 

Laut Mart 
Himawan Prifat Ada Jl. Sultan Syahril 

Tanjung 

Laut Indah 

47 Berkah   Jl. Ir. H. Juanda 
Tanjung 

Laut Indah 

48 Hop Mart   Perum Hop 

Pt.Badak 
Satimpo 

49 El 3 Qua   Perum Hop 

Pt.Badak 
Satimpo 

50 Juna Alya Mart   Perum Hop 
Pt.Badak 

Satimpo 

51 Pisang Mas   Jl.Hm. Ardan Satimpo 

52 Toko Ardan Alfamidi  Jl. Hm. Ardan Satimpo 

53 Indomaret Mulyadi Ada Jl.Hm. Ardan Satimpo 

54 Kawan Kita H. Saridin  Jl. Hayam Wuruk 
Berbas 
Tengah 

Sumber: DKUKMP, 2022 

 

 Tabel 4.1 menunjukkan terdapat 54 toko swalayan yang ada 

di wilayah kota Bontang. Masing-masing tersebar di wilayah 

kelurahan Gunung Telihan dua unit toko, Belimbing sembilan unit 

toko, Loktuan tiga unit toko, Gunung Elai sempat unit toko, 

Bontang Baru delapan unit toko, Bontang Kuala sempat unit toko, 

Api-api sembilan unit toko, Tanjung Laut lima unit toko, Tanjung 

Laut Indah tiga unit toko, Satimpo senam unit toko, dan Berbas 

Tengah satu unit toko. Dari 54 unit toko, per tahun 2020 hanya 

12 yang memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM), yaitu: 1) 

Indomaret Gunung Sari, 2) Indomaret Loktuan (Toko oentoeng), 3) 

Indomaret Polres, 4) Indomaret Pisangan, 5) Indomaret HMT, 6) 

Indomaret (Safa Mart), 7) Alfamidi Awang Long, 8) Alfamidi 

Pisangan (Toko Ardan), 9) Era Mart Bontang Kuala, 10) Era Mart 
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Suriah, 11) Era Mart Tanjung Laut, dan 12) Era Mart Belimbing. 

Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan pada 

tahun 2019 yang mencapai 10 toko yang memiliki IUTM.  

 Mencermati data jumlah toko yang ada di Kota Bontang, 

toko-toko yang memiiliki IUTM adalah toko yang berjenis waralaba 

seperti Indomaret dan Alfamidi serta toko swalayan lokal 

Kalimantan Timur seperti Eramart. Sedangkan toko-toko yang 

dimiliki oleh penduduk lokal Kota Bontang tidak memiliki IUTM. 

Kepemilikan IUTM terkendala pada pemenuhan beberapa syarat 

permohonan IUTM seperti yang tertera pada Pasal 7 Perwali 34 

tahun 2018 diantaranya: 

a. Kepemilikian izin mendirikan bangunan; 

b. Akta pendirian perusahaan berbadan hukum; 

c. Dokumen rencana kemitraan dengan UMKM; 

d. Berita acara sosialisasi pada penduduk sekitar pada jarak 

50 meter; 

Pendataan jumlah toko swalayan oleh Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang ditentukan 

berdasarkan kriteria: 1) luas lantai lebih dari 200 m², 2) kasir 

mandiri dan sistem keuangan modern, 3) penataan rapi, ada 

informasi harga, 4) ruangan nyaman, dan 5) memiliki tempat 

parker yang memadai.  

4.2. Sebaran, Jarak Antar Toko Swalayan dengan pasar rakyat 

Jarak Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat  

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah toko swalayan yang 

ada di Kota Bontang, mencapai 54 unit. Akan tetapi berdasarkan 

hasil survei yang dilakukan, terdapat toko swalayan yang tidak 

ditemukan dan terdapat toko baru yang ditemukan, akan tetapi 

tidak masuk dalam data. Data hasil survei lapang disajikan pada 

4.2 sebagai berikut 
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Tabel 4.2 
Jumlah toko swalayan di wilayah Kota Bontang tahun 2022 

No 
NAMA PUSAT 

PERDAGANGAN 
ALAMAT KECAMATAN KETERANGAN 

1 Minimarket Damai Jl. S. Parman Bontang Barat Non-waralaba 

2 Sm Minimarket Jl. Brigjen Katamso Bontang Barat 
Tidak ditemukan 
saat survey 

3 Minimarket 61 Jl. S. Parman Bontang Barat Non-waralaba 

4 Telihan Mart Jl. S. Parman Bontang Barat 
Tidak ditemukan 

saat survey 

5 Hendra Mart Jl. S. Parman Bontang Barat Non-waralaba 

6 Menjangan Mart Perum. Btn Pkt Bontang Barat Non-waralaba 

7 Tania Mart Perum. Btn Pkt Bontang Barat Non-waralaba 

8 Bc Minimarket Perum. Btn Pkt Bontang Barat Non-waralaba 

9 Efata Mart Perum. Btn Pkt Bontang Barat Non-waralaba 

10 Era Mart Jl. Brigjen Katamso Bontang Barat Non-waralaba 

11 Kopkar Pkt Pc.Vi Bontang Barat Non-waralaba 

12 Mekar Mart 
Jl. Cipto Mangun 

Kusumo 
Bontang Utara Non-waralaba 

13 
Toko Oentong 
(Indomaret) 

Jl.Slamet Riyadi Bontang Utara Waralaba 

14 Hendra Mart Jl.Slamet Riyadi Bontang Utara Non-waralaba 

15 Karya Sakti Jl. Brigjen Katamso Bontang Utara Non-waralaba 

16 Indomaret Jl. Brigjen Katamso Bontang Utara Waralaba 

17 Samaria Grosir Jl. Mh. Thamrin Bontang Utara Non-waralaba 

18 Damai Jl. Mh. Thamrin Bontang Utara 
Tidak ditemukan 
saat survey 

19 Parna Grosir Jl. Mh. Thamrin Bontang Utara Non-waralaba 

20 Raihan Jl. Mh. Thamrin Bontang Utara Non-waralaba 

21 C.C Minimarket Jl. Suryanata Bontang Utara 
Tidak ditemukan 

saat survey 

22 Rezeki Baru Jl. Awang Long Bontang Utara Non-waralaba 

23 Alfamidi Jl. Awang Long Bontang Utara Waralaba 

24 Suwarni Jl. Am. Parikesit Bontang Utara Non-waralaba 

25 Rejeki Ana Jl. Am. Parikesit Bontang Utara Non-waralaba 

26 Toko Mutiara Jaya Jl. Di. Panjaitan Bontang Utara 
Tidak ditemukan 

saat survey 

27 Rindy Jl.Ks. Tubun Bontang Utara 
Tidak ditemukan 
saat survey 

28 212 Mart Jl.Ks. Tubun Bontang Utara Non-waralaba 

29 Gieza Mart Jl.Ks. Tubun Bontang Utara 
Tidak ditemukan 

saat survey 

30 Rocket Mart Jl.Ks. Tubun Bontang Utara Non-waralaba 

31 Era Mart Jl. Di. Panjaitan Bontang Utara Non-waralaba 

32 Kita Mart Jl. Mt. Haryono Bontang Utara 
Tidak ditemukan 

saat survey 

33 Hitim Mart Jl. Mt. Haryono Bontang Utara 
Tidak ditemukan 
saat survey 

34 Gunung Mas Jl. R. Suprapto Bontang Utara Non-waralaba 

35 Safa Mart (Indomaret) Jl. R. Suprapto Bontang Utara Waralaba 

36 Karya Sakti Jl. A. Yani Bontang Utara Non-waralaba 

37 Suriah Jl. A. Yani Bontang Utara Non-waralaba 
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No 
NAMA PUSAT 

PERDAGANGAN 
ALAMAT KECAMATAN KETERANGAN 

38 Tri Rejeki Jl. Pattimura Bontang Utara 
Tidak ditemukan 

saat survey 

39 Anaim Jl. Pattimura Bontang Utara Non-waralaba 

40 Toko Raharjo   Bontang Utara 
Toko Baru non-

waralaba 

41 Kawan Kita 2 
Jl. Jendral 
Sudirman 

Bontang Selatan Non-waralaba 

42 Indomaret 
Jl. Jendral 
Sudirman 

Bontang Selatan Waralaba 

43 Hendra Mart Jl. Imam Bonjol Bontang Selatan Non-waralaba 

44 212 Mart Jl. Imam Bonjol Bontang Selatan Non-waralaba 

45 HMT Mart (Indomaret) Jl. Imam Bonjol Bontang Selatan Waralaba 

46 Suryani Jl. Pelabuhan 1 Bontang Selatan Non-waralaba 

47 Toko Tj. Laut Mart Jl. Sultan Syahril Bontang Selatan Non-waralaba 

48 Berkah Jl. Ir. H. Juanda Bontang Selatan 
Tidak ditemukan 

saat survey 

49 Hop Mart 
Perum Hop 

Pt.Badak 
Bontang Selatan Non-waralaba 

50 El 3 Qua 
Perum Hop 
Pt.Badak 

Bontang Selatan Non-waralaba 

51 Juna Alya Mart 
Perum Hop 

Pt.Badak 
Bontang Selatan Non-waralaba 

52 Pisang Mas Jl.Hm. Ardan Bontang Selatan Non-waralaba 

53 Toko Ardan (Alfamidi) Jl. Hm. Ardan Bontang Selatan Waralaba 

54 Indomaret Jl.Hm. Ardan Bontang Selatan Waralaba 

55 Kawan Kita Jl. Hayam Wuruk Bontang Selatan Non-waralaba 

56 Toko Berkah   Bontang Selatan 
Toko Baru non-

waralaba 

57 Toko Aini   Bontang Selatan 
Toko Baru non-
waralaba 

58 Toko Juanda Point   Bontang Selatan 
Toko Baru non-
waralaba 

59 
Toko Al-Fath Jaya 

Mandiri 
  Bontang Selatan 

Toko Baru non-

waralaba 

60 Toko Dewi   Bontang Selatan 
Toko Baru non-

waralaba 

61 Toko H. Imron   Bontang Selatan 
Toko Baru non-
waralaba 

62 
Toko Al-Fath Jaya 

Mandiri 
  Bontang Selatan 

Toko Baru non-

waralaba 

63 Toko Gama   Bontang Selatan 
Toko Baru non-

waralaba 

Sumber: Hasil survei lapang, 2022 

Berdasarkan hasil survei, dari 54 unit toko swalayan, 

terdapat 11 unit tidak ditemukan saat survei lapang. Masing-

masing dua unit di Kecamatan Bontang Barat, delapan unit di 

Bontang Utara, dan satu unit di Bontang Selatan.  Meskipun 

terdapat toko yang tidak ditemukan, terdapat sembilan toko 

swalayan baru yang ditemukan. Sehingga pada tahun 2022 

jumlah toko swalayan di Kota Bontang mencapai 49 Unit. Untuk 
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melakukan evaluasi terhadap ketentuan perwali, maka dilakukan 

juga pengambilan titik koordinat tiga pasar rakyat, yaitu pasar 

Pasar Telihan, Pasar Rawa Indah dan Pasar Citra Mas. Sebaran, 

jarak antar toko swalayan dan jarak toko swalayan dengan pasar 

rakyat disajikan berdasarkan kecamatan. Evaluasi kesesuaian 

jarak dan RTRW/RDTR dilakukan dengan mangacu pada 

Peraturan Wali Kota Kota Bontang Nomor 34 Tahun 2018 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2014 

Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern, 

Adapun kriterian jarak diuraikan sebagai berikut; 

1. Jarak pendirian toko swalayan bukan waralaba paling dekat 

dalam radius 500 m dari pasar rakyat; 

2. Jarak pendirian toko swalayan waralaba paling dekat dalam 

radius 1.000 m dari pasar rakyat; 

3. Jarak antar toko swalayan waralaba minimal dalam radius 

300 m; 

4. Penentuan jarak pendirian diukur bedasarkan titik terluar 

bangunan dengan titik terluar pasar rakyat yang terdekat;  

4.2.1 Kecamatan Bontang Barat 

Ditemukan sembilan toko swalayan di kecamatan Bontang 

Barat dan satu pasar rakyat. Jarak setiap toko swalayan antara 

pasar rakyat disajikan pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 

Jarak pasar rakyat antara toko swalayan di Bontang Barat 

No Pasar Rakyat - Toko Swalayan 
Jarak 
(m) 

Kesesuaian terhadap 
Perwali 34 Tahun 2018 

Ya Tidak 

1 Pasar Telihan - Minimarket 61 122  √ 

2 Pasar Telihan - Hendra Mart 549 √  

3 Pasar Telihan - Minimarket Damai 639 √  

4 Pasar Telihan - Eramart 1.705 √  

5 Pasar Telihan - KOPKAR Mart 1.021 √  

6 Pasar Telihan - Toko Raharjo 6.454 √  

7 Pasar Telihan - BC Minimarket 3.535 √  

8 Pasar Telihan - Efata Mart 3.588 √  

9 Pasar Telihan - Menjangan Mart 3.953 √  
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Jarak Rata-rata 2.582   

Jarak Terdekat 122   

Jarak Terjauh 6.454   

Sumber: Hasil analisis Data, 2022 

Tabel 4.3 menunjukkan, terdapat satu toko swalayan yang 

tidak memenuhi syarat sesuai dengan Perwali 34 tahun 2018. 

Rata-rata jarak toko swalayan dengan pasar rakyat mencapai 

2.582 m, jarak terdekatnya 122 m. dan jarak terjauh 6.454 m. 

Jarak antara toko swalayan non-waralaba maupun waralaba 

disajikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 
Jarak antar toko swalayan waralaba dan non-waralaba di 

Bontang Barat 

No. Nama Toko 
Jarak Antar 

Toko (m) 

1 Minimarket 61 - Hendra Mart 437 

2 Hendra Mart - Minimarket Damai 90 

3 Minimarket 61 - Minimarket Damai 527 

4 Minimarket Damai - Eramart 1.070 

5 Minimarket Damai - KOPKAR Mart 365 

6 Efata Mart - BC Minimarket 52 

7 Efata Mart - Toko Raharjo 2.840 

8 BC Mart - Toko Raharjo 2.890 

9 Menjangan Mart - Tania Mart 305 

Rata-rata Jarak 953 

Jarak Terdekat 52 

Jarak Terjauh 2.890 

Sumber: Hasis analisis Data, 2022 

 Peraturan wali kota 34 tahun 2018 tidak mengatur jarak 

antar toko swalayan non-waralaba, yang diatur adalah jarak antar 

toko swalayan waralaba. Jarak antara toko swalayan rata-rata 

berada pada jarak 953 m, jarak terjauh 2.890 m dan terdekat 52 

m. 

 Toko swalayan tersebar di sistem jaringan jalan utama, serta 

ditemukan juga di jaringan jalan lingkungan daerah pemukiman 

di wilayah kecamatan Bontang Barat (Lampiran 1), jika 

persebaran tersebut ditinjau sesuai dengan Peraturan wali kota 34 

tahun 2018 pasal 5 ayat 2 maka hal tersebut tidak melanggar. 
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Selanjutnya jika ditinjau dari aspek rencana pola ruang, 

keberadaan toko-toko tersebut juga sudah sesuai (Lampiran 4). 

4.2.2 Kecamatan Bontang Selatan 

Ditemukan 18 toko swalayan di kecamatan Bontang 

Selatan dan satu pasar rakyat. Jarak setiap toko swalayan antara 

pasar rakyat disajikan pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5 
Jarak antar toko swalayan dan pasar rakyat Bontang Selatan 

No Pasar Rakyat – Toko Swalayan 
Jarak 

(m) 

Kesesuaian 

terhadap Perwali 
34 Tahun 2018 

Ya Tidak 

1 Pasar Rawa Indah - Toko Dewi 260 
 

√ 

2 Pasar Rawa Indah - Toko H. Imron 188 
 

√ 

3 Pasar Rawa Indah - Toko Berkah 239 
 

√ 

4 Pasar Rawa Indah - Toko Al Fath Jaya Mandiri 633 √  

5 Pasar Rawa Indah - Toko Juanda Point 639 √ 
 

6 Pasar Rawa Indah - Toko Suryani 687 √ 
 

7 Pasar Rawa Indah - Toko Aini 1.077 √ 
 

8 Pasar Rawa Indah - Tanjung Laut Mart 947 √ 
 

9 Pasar Rawa Indah - Toko Kawan Kita 2 1.744 √ 
 

10 Pasar Rawa Indah - Toko Kawan Kita 2.610 √ 
 

11 Pasar Rawa Indah - Toko Gama 2.852 √ 
 

12 Pasar Rawa Indah - Indomaret Gunung Sari 1.633 √ 
 

13 Pasar Rawa Indah - HOP Mart 3.406 √ 
 

14 Pasar Rawa Indah - Toko Pisang Mas 2.978 √ 
 

15 Pasar Rawa Indah - Toko Ardan (Alfamidi) 2.860 √ 
 

16 Pasar Rawa Indah - Indomaret 2.689 √ 
 

17 Pasar Rawa Indah - Hendra Mart 2.241 √ 
 

18 Pasar Rawa Indah - HMT Mart 2.375 √ 
 

Jarak Rata-rata 1.670 
  

Jarak Terdekat 188 
  

Jarak Terjauh 3.406 
  

Sumber: Hasil analisis data, 2022 

Tabel 4.5 menunjukkan, terdapat tiga toko swalayan yang 

tidak memenuhi syarat sesuai dengan Perwali 34 tahun 2018. 

Toko yang dimaksud adalah Toko Dewi, Toko H. Imron dan Toko 

Berkah. Masing-masing jarak toko-toko tersebut ke Pasar Rawa 

Indah adalah 260 m, 188 m, dan 239 m. Rata-rata jarak toko 

swalayan dengan Pasar Rawa Indah mencapai 1.670 m, jarak 
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terdekatnya 188 m. dan jarak terjauh 3.406 m. Jarak antara toko 

swalayan non-waralaba maupun waralaba disajikan pada Tabel 

4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 
Jarak antar toko swalayan di Bontang Selatan 

No. Nama Toko Jarak Antar Toko (m) 

1 Toko Gama - Toko Kawan Kita 245 

2 Toko HOP Mart - Toko Pisang Mas 447 

3 Toko Pisang Mas - Toko Ardan (Alfamidi) 128 

4 Toko Ardan (Alfamidi) - Indomaret Jl. Ardan 161 

5 Hendra Mart - HMT Mart 127 

6 Indomaret G. Sari - Toko Aini 561 

7 Toko Juanda Point - Toko Al Fath Jaya Mandiri 18 

8 Toko Berkah - Toko H. Imron 50 

9 Toko H. Imron - Toko Dewi 483 

10 Toko Suryani - Toko Tanjung Laut Mart 621 

11 Toko Tanjung Laut Mart - Toko Kawan Kita 2 803 

Rata-rata Jarak 331 

Jarak Terdekat 18 

Jarak Terjauh 803 

Sumber: Hasil analisis data, 2022 

  Peraturan wali kota 34 tahun 2018 tidak mengatur 

jarak antar toko swalayan non-waralaba, yang diatur adalah 

jarak antar toko swalayan waralaba. Di Bontang Selatan, dari 18 

toko swalayan yang ada, terdapat tiga toko swalayan waralaba, 

yaitu Indomaret dua Toko dan Alfamidi satu Toko. mencermati 

Tabel 4.6, jarak antara Toko Ardan (Alfamidi) dan Indomaret Jl. 

Ardan telah melanggar Peraturan wali kota 34 tahun 2018, 

dimana dalam perwali disebutkan jarak antar toko swalayan 

waralaba minimal dalam radius 300 m, sedangkan jarak antar 

dua toko tersebut 161 m. Jika dibandingkan dengan jarak toko 

swalayan yang ada di Kecamatan Bontang Barat, jarak toko 

swalayan yang ada di Kecamatan Bontang Selatan memiliki 

jarak yang lebih pendek antar satu sama lain, rata-rata 

jaraknya hanya berkisar pada 331 m, paling pendek 18 m dan 

paling jauh 803 m, sedangkan di kecamatan Bontang Barat, 

rata-rata 953 m, terdekat 52 m, dan terjauh 2.890 m. Hal 
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tersebut diakibatkan oleh persebaran penduduk Kecamatan 

Bontang Selatan lebih terpusat di bagian utara. 

 Wilayah Kecamatan Bontang Selatan memiliki wilayah lebih 

luas jika dibandingkan dengan Kecamatan Bontang Barat dan 

Utara, persebaran penduduknya lebih cenderung terpusat di 

wilayah Bontang Selatan bagian Utara, hal tersebut 

mengakibatkan persebaran toko swalayan terpusat di wilayah 

tersebut (Lampiran 2), dari segi jumlah, wilayah Bontang 

Selatan lebih banyak ditemukan toko swalayan jika 

dibandingkan dengan Bontang Barat, hal tersebut diakibatkan 

oleh jumlah penduduk yang sangat berbeda jauh, masing 

masing Bontang Selatan 67.436 jiwa (Data 2021), Bontang Barat 

hanya 29.844 jiwa (data 2021), Selanjutnya jika ditinjau dari 

aspek rencana pola ruang, keberadaan toko-toko tersebut juga 

sudah sesuai (Lampiran 4), dimana tersebar di jaringan jalan 

yang diperuntukkan menjadi kawasan perdagangan dan jasa. 

4.2.3 Kecamatan Bontang Utara 

Ditemukan 18 toko swalayan di kecamatan Bontang Utara 

dan satu pasar rakyat (Pasar Citra Mas). Jarak setiap toko swalayan 

antara pasar rakyat disajikan pada Tabel 4.7 

Tabel 4.7 

Jarak antara toko swalayan dan pasar rakyat di Bontang Utara 

No Pasar Rakyat - Toko Swalayan Jarak (m) 

Kesesuaian 
terhadap Perwali 

34 Tahun 2018 

Ya Tidak 

1 
Pasar Citra Mas - Indomaret 
(Toko Oentoeng) 

357  √ 

2 Pasar Citra Mas - Hendra Mart 571 √   

3 Pasar Citra Mas - Mekar Mart 896 √   

4 
Pasar Citra Mas - Toko Karya 
Sakti 

5.373 √ 
  

5 Pasar Citra Mas - Indomaret 5.586 √   

6 Pasar Citra Mas - Gunung Mas 7.252 √   

7 Pasar Citra Mas - Safa Mart 7.410 √   

8 
Pasar Citra Mas - Toko Karya 
Sakti 2 

7.548 √ 
  

9 Pasar Citra Mas - Surya Mart 7.958 √   
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No Pasar Rakyat - Toko Swalayan Jarak (m) 

Kesesuaian 

terhadap Perwali 
34 Tahun 2018 

Ya Tidak 

10 Pasar Citra Mas - Toko Andim 8.840 √   

11 
Pasar Citra Mas - Toko Mutiara 
jaya 

8.242 √ 
  

12 Pasar Citra Mas - Eramart 7.941 √   

13 
Pasar Citra Mas - Toko Rezeki 
Ana 

7.834 √ 
  

14 Pasar Citra Mas - Rocket Mart 9.087 √   

15 Pasar Citra Mas - Toko Suwarni 7.993 √   

16 
Pasar Citra Mas - Toko Rezeki 

Baru 
8.088 √ 

  

17 
Pasar Citra Mas - Alfamidi 
Awang Long 

7.748 √ 
  

18 Pasar Citra Mas - Toko 8.656 √   

19 
Pasar Citra Mas - Toko samaria 
Grosir 

7.778 
√ 

  

20 Pasar Citra Mas - Toko Damai 7.780 √   

21 Pasar Citra Mas - Toko Raihan 8.587 √   

Jarak Rata-rata 6.739     

jarak Terdekat 357     

Jarak Terjauh 9.087     

Sumber: Hasil analisis data, 2022 

Tabel 4.5 menunjukkan, terdapat satu toko swalayan yang 

tidak memenuhi syarat sesuai dengan Perwali 34 tahun 2018. 

Rata-rata jarak toko swalayan dengan Pasar Citra Mas mencapai 

6.739 m, jarak terdekatnya 357 m dan jarak terjauh 9.087 m. 

Jarak antara toko swalayan non-waralaba maupun waralaba 

disajikan pada Tabel 4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 
Jarak antar toko swalayan  

No. Nama Toko 
Jarak Antar Toko 

(m) 

1 Toko Karya Sakti - Indomaret 217 

2 
Indomaret (Toko Oentoeng) - Hendra 
Mart 

222 

3 Hendra Mart - Mekar Mart 343 

4 Toko Karya Sakti 2 - Surya Mart 411 

5 Gunung Mas - Safa Mart 158 

6 Toko Mutiara Jaya - Eramart 299 

7 Toko Andim - Racket Mart 692 

8 Toko Rezeki Ana - Toko Suwarni 209 

9 Toko Rezeki Baru - Alfamidi Awang Long 349 
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No. Nama Toko 
Jarak Antar Toko 

(m) 

10 Toko Samaria Grosir - Toko Damai 1 

11 Toko Damai - Toko Raihan 810 

12 Toko Rezeki Baru - Toko 517 

Rata-rata Jarak 352 

Jarak Terdekat 1 

Jarak Terjauh 810 

Sumber: Hasil analisis data, 2022 

Peraturan wali kota 34 tahun 2018 tidak mengatur jarak 

antar toko swalayan non-waralaba, yang diatur adalah jarak antar 

toko swalayan waralaba. Di Bontang Utara, dari 21 toko swalayan 

yang ada, terdapat tiga toko swalayan waralaba, yaitu Indomaret 

dua toko dan Alfamidi satu toko.  

 Jumlah toko swalayan yang ada di Wilayah Bontang Utara 

lebih banyak jika dibandingkan dengan Kecamatan Bontang Barat 

dan Selatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk di 

kecamatan ini lebih banyak, yakni 83.563 jiwa. Selain itu juga 

memiliki kepadatan hingga 2.529 jiwa per Km². terlihat jelas, toko 

swalayan tersebar di pusat-pusat kepadatan penduduk, seperti di 

wilayah Bontang Utara bagian Utara (Lok Tuan) terdapat tiga toko 

swalayan dan satu pasar rakyat. Toko swalayan lebih banyak 

tersebar di wilayah Bontang Utara bagian selatan ditemukan 

(Lampiran 3). Kesesuaian terhadap rencana pola ruang, sama 

dengan kecamatan lain, sebaran toko swalayan di kecamatan 

Bontang Utara juga sudah sesuai (Lampiran 4) 
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BAB V  

KAJIAN RASIONALITAS  

TOKO SWALAYAN 
 

 

5.1. Analisis Optimasi 

Jumlah optimal toko swalayan dihitung berdasarkan 

kepadatan penduduk yang bersumber dari perhitungan BPS. BPS 

mendefinisikan kepadatan penduduk sebagai ukuran persebaran 

penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap 

kilometer persegi luas wilayah. Pengambilan keputusan kepadatan 

penduduk sebagai batasan jumlah toko adalah karena penduduk 

diasumsikan sebagai target operasional pelayanan toko swalayan. 

Hal ini juga tercantum pada Peraturan Wali Kota Kota Bontang No 

34 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Wali Kota 

Nomor 52 tahun 2014 Tentang Penetapan Dan Penyelenggaraan 

Izin Usaha Toko Modern Minimarket.  

Penentuan pendirian toko modern minimarket di Kota 

Bontang, memiliki beberapa indikator yang menjadi acuan 

perizinan, antara lain: a. kepadatan penduduk; b. perkembangan 

pemukiman baru; c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); d. 

dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan e. keberadaan pasar 

tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil dari 

toko modern minimarket. toko/swalayan. Tertuang dalam 

Peraturan Wali Kota Kota Bontang No 34 tahun 2018, jumlah 

maksimum pendirian toko modern minimarket dan toko modern 

minimarket waralaba sebagai berikut. 
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Tabel 5.1 
Jumlah Maksimum Pendirian Toko Swalayan Berdasarkan 
Peraturan Wali Kota Kota Bontang No 34 Tahun 2018 (Unit) 

Keterangan 
Bontang 
Selatan 

Bontang 
Utara 

Bontang 
Barat 

Jumlah 

Jumlah Toko 
Swalayan Non-
Waralaba 

92 120 53 265 

Jumlah Toko 
Swalayan 
Waralaba 

3 3 2 8 

Sumber: Peraturan Wali Kota Kota Bontang No 34 tahun 2018 

Kecamatan Bontang Utara menjadi wilayah dengan 

maksimum pendirian toko terbanyak di Kota Bontang. Hal ini 

didasari bahwa Kecamatan Bontang Utara memiliki kepadatan 

penduduk tertinggi. Sedangkan data acuan perizinan yang lainnya 

tidak dipublikasikan dalam Kota Bontang dalam Angka oleh BPS, 

yaitu untuk data perkembangan pemukiman baru, aksesibiltas 

wilayah, dan dukungan infrastruktur. Data menunjukan 

perbedaan kepadatan penduduk pada setiap kecamatan di Kota 

Bontang. Kepadatan penduduk Kecamatan Bontang Utara masih 

lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk di Kecamatan 

Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat. Bahkan 

kepadatan penduduk Kecamatan Bontang Utara memiliki nilai 4 

kali lebih besar jika dibandingkan dengan Kecamatan Bontang 

Selatan. Hal ini menunjukan penyediaan pasokan logistik pada 

wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, akan lebih besar jika 

dibandingkan dengan wilayah yang tidak padat penduduk. Secara 

lebih rinci, data kepadatan penduduk dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Penyediaan logistik bagi penduduk menitik beratkan pada 

perbandingkan jumlah penduduk dan luas wilayah secara umum. 

Artinya dalam perhitungan ini tidak mempertimbangkan rasio 

penduduk usia produktif yang memiliki kecenderungan 

pengeluaran/belanja/kebutuhan lebih banyak. Setiap penduduk 

diasumsikan memiliki kebutuhan belanja yang sama secara rata-

rata. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah luas wilayah. 

Daerah memiliki tata ruang dimana tidak semua wilayah dapat 
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digunakan untuk kegiatan ekonomi, pemukiman dan aktifitas 

sosial lainnya. Hal ini menjadi tambahan batasan/indikator dalam 

perhitungan rasionalisasi perhitungan jumlah toko pada Kota 

Bontang. Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota 

Bontang 2022, 40.41% wilayah di Kota Bontang merupakan 

wilayah pemukiman penduduk; 4.82% merupakan zona pelayanan 

umum; 3.93% merupakan wilayah perdagangan dan jasa; dan 

0.97% merupakan wilayah perkantoran. Wilayah-wilayah tersebut 

merupakan bagian/zona dengan aktifitas penduduk tertinggi dan 

membutuhkan toko untuk menunjang kegiatan penduduk. 

Dengan melihat data pada tingkat kecamatan, hasil perhitungan 

jumlah toko disajikan sebagai berikut. 

Tabel 5.2  
Jumlah Toko Kondisi Eksisting Dan Optimal Menurut Kecamatan 

di Kota Bontang 

Keterangan 
Bontang 
Selatan 

Bontang 
Utara 

Bontang 
Barat 

Jumlah 

Kondisi saat ini 

Jumlah Toko 
swalayan bukan 
Waralaba 

16 16 9 41 

Jumlah Toko 
swalayan 
Waralaba 

4 4 0 8 

Kondisi Optimal 

Jumlah Toko 
swalayan non-
Waralaba 

21 61 37 119 

Jumlah Toko 

swalayan 
Waralaba 

6 7 4 16 

Sumber: Dinas UMKM Kota Bontang dan hasil perhitungan 2022 

Perhitungan data tersebut dapat digunakan dalam jangak 

pendek, karena dalam jangka panjang (5-10 tahun), diperkirakan 

terjadi perubahan kepadatan penduduk yang mejadi 

batasan/acuan dalam perhitungan ataupun terjadi perubahan 

wilayah administrasi. Secara umum, jumlah unit kondisi optimal 

toko swalayan bukan waralaba dan waralaba masih lebih besar 

jika dibandingkan jumlah toko swalayanyang beroprasional di 

Kota Bontang saat ini. 
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Kecamatan Bontang Selatan adalah wilayah di Kota Bontang 

dengan kepadatan penduduk terendah di Kota Bontang, dalam 1 

km2 dihuni oleh kurang lebih 608 jiwa. Nilai ini jauh lebih kecil 

dibandingkan wilayah lainnya dikarenakan luas wilayah 

Kecamatan Bontang Selatan yang menempati 68.51% dari total 

luas Kota Bontang, walaupun 37.29% penduduk Kota Bontang 

bermukin di Kecamatan Bontang Selatan. Kondisi luas wilayah 

tersebut, menjadikan perhitungan jumlah toko maksimum di 

Kecamatan Bontang Selatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

Botang Barat yang kepadatan penduduknya lebih tinggi di banding 

Bontang Selatan.  Berdasarkan pengumpulan data primer 2022, 

terdapat 16 unit toko swalayan bukan waralaba dan empat unit 

toko swalayan waralaba di Kecamatan Bontang Selatan. Jumlah 

unit toko swalayan bukan waralaba dan waralaba tersebut, masih 

memungkinan untuk ditambah (diberikan izin usaha) dengan 

pertimbangan nilai maksimum masih lebih besar dari data kondisi 

eksisting. Kondisi ini mengindikasikan jika terjadi penambahan 

toko swalayan waralaba maka jumlah toko yang ada masih akan 

dibarengi dengan pertambahan jumlah kebutuhan penduduk 

dalam jangka pendek. Dengan asumsi akan terjadi pertumbuhan 

penduduk setiap tahunnya. Kondisi pertumbuhan penduduk dan 

perubahan jumlah toko optimum dalam jangka panjang (lebih dari 

5 tahun), diperkirakan nilai ini tidak akan berubah jauh dari nilai 

kondisi optimum, dikarenakan laju pertumbuhan penduduk di 

Kecamatan Bontang Selatan tergolong rendah yaitu 0.33%, dengan 

asumsi tidak terjadi lonjakan pertambahan penduduk secara tidak 

alami.  

Kecamatan Bontang Utara adalah wilayah di Kota Bontang 

dengan kepadatan penduduk tertinggi selama 5 tahun terakhir. 

Hal ini dikarenakan sejumlah 46.21% penduduk Kota Bontang 

berdomisili di Kecamatan Bontang Utara. Kepadatan penduduk di 

Kecamatan Bontang Utara mencapai 2.529 jiwa/km2. Jumlah ini 

lebih padat jika dibandingkan dengan Kota Balikpapan yang 
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merupakan Kabupaten/Kota terpadat di Kalimantan Timur. 

Wilayah administrasi Kecamatan Bontang Utara tidak seluas 

Kecamatan Bontang Selatan, namun lebih luas dibanding 

Kecamatan Bontang Barat. Sebesar 20.40% adalah bagian/zona 

Kota Bontang adalah administrasi Kecamatan Bontang Utara. 

Pada wilayah tersebut, 15.78% merupakan kawasan industri. Hal 

ini menjadikan jumlah toko swalayan terbanyak berada di 

Kecamatan Bontang Utara. 

Data kondisi terkini, terdapat 16 unit toko swalayan bukan 

waralaba dan empat unit toko swalayan waralaba di Kecamatan 

Bontang Utara. Nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan 

perhitungan nilai optimal jumlah unit toko dan nilai jumlah toko 

swalayan berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Bontang No 34 

Tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa jika terjadi 

penambahan toko swalayan bukan waralaba dan/atau waralaba 

maka jumlah toko yang ada masih diimbangi dengan jumlah 

kebutuhan dan daya beli penduduk dalam jangka pendek. 

Banyaknya penduduk di Kecamatan Bontang Utara, juga 

membutuhkan banyaknya penyediaan dan penjualan logistik. 

Kondisi dalam jangka panjang, diperkirakan nilai ini akan 

mengalami pertambahan, dikarenakan laju pertumbuhan 

penduduk di Kecamatan Bontang Utara lebih tinggi jika 

dibandingkan kecamatan lainnya. Sedangkan untuk rasio luas 

wilayah berdasarkan syarat jarak antar toko (toko modern bukan 

waralaba hingga 500m dari pasar rakyat; toko modern waralaba 

hingga 1000 m dari pasar rakyat; dan antar toko swalayan 

waralaba sebesar 300 m), masih sangat memungkinkan dimana 

luas wilayah Kecamatan Bontang Utara sebesar 33.03 km2.  

Kecamatan Bontang Barat, memiliki Sembilan unit toko 

swalayan bukan waralaba dan tidak terdapat unit toko swalayan 

waralaba yang beroprasional di wilayah adminsitrasinya. 

Membandingkan nilai tersebut dengan nilai perhitungan optimal 

jumlah unit toko dan nilai jumlah toko swalayan berdasarkan 
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Peraturan Wali Kota Kota Bontang No 34 Tahun 2018 maka dapat 

disimpulkan, masih dapat dilakukan penambahan izin operasional 

toko modern bukan waralaba dan/atau waralaba. Jika indikator 

penambah/merubah pemberian izin toko swalayan adalah 

kepadatan penduduk, maka Kecamatan Bontang Barat 

merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk lebih kecil 

dibanding Kecamatan Bontang Utara, namun lebih besar 

dibanding Kecamatan Bontang Selatan. Kecamatan Bontang Barat 

memiliki nilai kepadatan penduduk 1663.97 jiwa/km2. Hal ini 

menyebabkan jumlah toko swalayan yang diizinkan di Kecamatan 

Bontang Barat lebih tinggi dibandingkan Bontang Selatan. Namun 

melihat data BPS, jumlah total penduduk Kecamatan Bontang 

Barat pada tahun 2021 sejumlah 29.844 jiwa, atau 16.5% 

penduduk Kota Bontang berdomisili pada wilayah ini. Berdasarkan 

jumlah dan persentase penduduk, jumlah ini lebih kecil jika 

dibandingkan dengan jumlah kecamatan lainnya, dengan laju 

pertumbuhan penduduk sebesar 0.48. Kepadatan penduduk yang 

lebih tinggi, disebabkan oleh kecilnya nilai pembanding dimana 

luas wilayah Kecamatan Bontang Barat sebesar 17.94 km2 atau 

hanya 11.08% dari Luas Kota Bontang. Hal ini menjadi penyebab 

utama mengapa data jumlah toko saat ini di Kecamatan Bontang 

Barang lebih sedikit dibanding yang lainnya dan nilai toko 

optimalnya lebih besar dibanding Bontang Selatan. Kondisi ini 

mengindikasikan diperlukan perhitungan kembali jumlah izin 

oprasional toko swalayan di Kecamatan Bontang Barat dalam 

jangka panjang. 

5.2. Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Swalayan 

Upaya percepatan pembangunan ekonomi Indonesia 

menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan yang bersifat 

internal maupun tantangan yang bersifat external. Tantangan 

semakin terasa, saat virus Covid-19 mulai menjadi pandemi, 
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sehingga memicu berhentinya berbagai sektor usaha yang 

menyebabkan resesi ekonomi.  

Tantangan yang bersifat internal telah berupaya diatasi 

dengan disahkannya undang-undang nomor 11 tahun 2021 

tentang Cipta Kerja. Pada dasarnya UU tersebut bertujuan untuk 

mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, 

menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan 

berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta 

untuk menghilangkan ego sektoral. 

Terkait penyelenggaraan izin usaha toko swalayan, melalui 

undang-undang tersebut, disebutkan pemerintah pusat 

melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan 

pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap toko swalayan. 

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan kepastian berusaha 

dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan 

pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada 

koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, juga 

dapat mempermudah proses izin usaha yang diajukan oleh pelaku 

usaha. Selama ini, untuk toko swalayan, selain memiliki Nomor 

Induk Berusaha (NIB), juga memerlukan berbagai perizinan 

seperti: izin prinsip, izin tetangga, izin mendirikan bangunan, izin 

domisili, izin lingkungan, izin usaha toko modern, surat izin toko 

obat, surat tanda pendaftaran waralaba (khusus toko franchise) 

serta berbagai rekomendasi yang menyangkut aspek pemadam 

kebakaran. persyaratan tersebut dapat berbeda-beda pada setiap 

daerah dan dengan jangka waktu tertentu. 

Hal ini akan menghambat pengembangan usaha oleh pelaku 

usaha terkait toko swalayan. Untuk itu melalui Undang-Undang 

tentang Cipta Kerja dilakukan penyederhanaan perizinan 

berusaha, antara lain izin prinsip, izin mendirikan bangunan, izin 

usaha toko modern, surat izin toko obat, surat tanda pendaftaran 

waralaba, lzin domisili, izin lingkungan serta berbagai 

rekomendasi yang dilakukan secara terpusat melalui sistem 
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elektronik, sehingga tidak lagi memerlukan perizinan dan 

persetujuan dari masing-masing daerah. Dengan penerapan 

Perizinan Berusaha ini maka proses Perizinan Berusaha untuk 

toko swalayan lebih sederhana dan terstandar secara nasional. 

Selanjutnya Pelaku Usaha dapat melakukan proses Perizinan 

Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik 

(online system submission) untuk mendapat Nomor Induk 

Berusaha (NIB) dan penerapan standar atau izin yang diperlukan 

berupa standar toko swalayan. 

Wewenang pemerintah daerah dalam hal ini Wali Kota 

Bontang untuk pengembangan, penataan, dan pembinaan 

dilakukan melalui pengaturan perizinan berusaha, tata ruang, 

zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, 

kemitraan, dan kerja sama usaha. Selain itu, dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan 

bidang perdagangan, pendirian toko swalayan harus 

memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan 

pasar rakyat, dan UMK-M. Lokasi pendirian harus mengacu pada 

RTRW atau RDTR.  
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 
 

 

6.1. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil telaah pada 1) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2O2O Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 3) 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, 

Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan; 4) 

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2017 

Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan 

Dan Toko Swalayan; dan 5) Peraturan Wali Kota Kota 

Bontang Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2014 Tentang 

Penataan Dan Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern 

Minimarket. Terdapat penggunaan istilah toko swalayan dan 

toko modern serta pasar rakyat dan pasar tradisional. 

Penggunaan toko swalayan dan pasar rakyat ditemukan 

pada UU nomor 11 tahun 2020, PP 29 tahun 2021, 

PERMENDAG 23 tahun 2021, PERDA Kota Bontang Nomor 9 

Tahun 2017. Istilah Toko modern dan pasar tradisional 

ditemukan pada point PERWALI Kota Bontang Nomor 34 

Tahun 2018. Meskipun terjadi perbedaan, namun 

definisinya tetap sama. Penggunaan istilah toko modern dan 

pasar tradisional sudah tidak digunakan sejak disahkannya 

UU Cipta Kerja karena UU tersebut telah mencabut 
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PERPRES 112 Tahun 2007  tentang tentang penataan dan 

pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko 

modern sehingga statusnya dinyatakan tidak berlaku. Selain 

itu, pada Perwali tidak menggunakan PERDA sebagai 

konsiderannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, laporan ini 

disusunya dengan menggunakan istilah Toko Swalayan dan 

Pasar Rakyat, akan tetapi untuk melakukan evaluasi tetap 

menggunakan PERWALI Kota Bontang Nomor 34 Tahun 

2018. 

2. Data tahun 2020, jumlah toko yang ada mencapai 54 Unit. 

Pada tahun 2022 berdasarkan hasil survey, dari 54 unit, 13 

diantaranya tidak ditemukan, meskipun demikian terdapat 

penambahan 8 unit toko swalayan yang baru ditemukan 

pada tahun 2022. Artinya saat ini toko swalayan yang ada di 

Kota Bontang tersisa 49 unit. Dari total tersebut terdapat 11 

toko swalayan yang memiliki IUTM, toko-toko yang memiliki 

IUTM merupakan toko swalayan waralaba dan telah 

berbadan hukum. Kendala toko swalayan yang lain untuk 

memiliki IUTM adalah toko yang dimiliki belum memiliki izin 

mendirikan bangunan, badan usaha, dokumen rencana 

kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil, berita acara 

sosialisasi pada penduduk sekitar.  

3. Terdapat toko swalayan baik yang waralaba maupun non-

waralaba menyalahi aturan minimum jarak yang berlaku 

sesuai PERWALI 34 Tahun 2018. Seperti di Kecamatan 

Bontang Barat, satu unit toko swalayan non-waralaba, 

Kecamatan Bontang Selatan tiga unit toko swalayan non-

waralaba, dan Kecamatan Bontang Utara satu unit Toko 

Swalayan Waralaba. 

4. Berdasarkan hasil perhitungan analisis Optimasi, jumlah 

toko swalayan non-waralaba masih bisa ditambahkan 

jumlahnya dari 41 unit hingga 119 unit.  Masing-masing 

Kecamatan Bontang Selatan 16 menjadi 21 unit, Bontang 
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Utara 16 menjadi 61 unit, dan Bontang barat dari 9 menjadi 

37 unit. Kemudian untuk toko swalayan waralaba, dapat 

ditambah dari 8 Unit menjadi 16 unit. Masing-masing 

Kecamatan Bontang Selatan maksimal 6 unit, Bontang utara 

dari 4 unit dapat menjadi 7 unit, dan Bontang Barat dari 0 

Unit dapat menjadi 4 unit. 

5. Penyelenggaraan izin usaha toko swalayan telah 

disederhanakan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Cipta Kerja. Pelaku usaha toko swalayan 

cukup mengajukan izin usaha melalui sistem elektronik 

(online system submission) untuk mendapat Nomor Induk 

Berusaha (NIB) penerapan standar atau izin yang diperlukan 

berupa standar toko swalayan. Wewenang pemerintah 

daerah dalam hal ini Kota Bontang, untuk pengembangan, 

penataan, dan pembinaan dilakukan melalui pengaturan 

perizinan berusaha, tata ruang, zonasi dengan 

memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan 

kerja sama usaha. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah 

(PP) nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang 

perdagangan, pendirian toko swalayan harus 

memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, 

keberadaan pasar rakyat, dan UMK-M. Lokasi pendirian 

harus mengacu pada RTRW atau RDTR. Sehingga program 

moratorium pemberian izin toko modern (waralaba) dapat 

bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Cipta Kerja.   

6.2. Rekomendasi Kebijakan 

1. Agar Peraturan Wali Kota Kota Bontang Nomor 34 Tahun 

2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 

52 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan 

Izin Usaha Toko Modern Minimarket selaras dengan 1) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O Tentang Cipta 
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Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 2) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Bidang Perdagangan; 3) Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang 

Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat 

Perbelanjaan Dan Toko Swalayan; 4) Peraturan Daerah Kota 

Bontang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan 

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. 

Maka perlu dilakukan revisi Peraturan Wali Kota Kota 

Bontang Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2014 Tentang 

Penataan Dan Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern 

Minimarket dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan. 

2. Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan, 

perlu memfasilitasi pelaku usaha toko swalayan untuk 

melalukan pengajuan izin usaha melalui sistem elektronik 

online system submission) untuk mendapat Nomor Induk 

Berusaha (NIB) penerapan standar atau izin yang 

diperlukan berupa standar toko swalayan. 

3. Kepada toko swalayan yang melanggar aturan agar 

diberikan sanksi sesuai Peraturan Wali Kota Kota Bontang 

Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan 

Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern Minimarket, 

dimana sanksi dapat dilakukan secara bertahap 1) 

peringatan tertulis, 2) pembekuan izin usaha dan 3 

pencabutan izin usaha. 

4. Dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian 

dan penyediaan lapangan pekerjaan, sebaiknya didorong 

pembukaan toko swalayan yang baru sesuai dengan hasil 

analisis studi ini. 
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5. Untuk menjalankan program unggulan moratorium izin 

usaha toko swalayan waralaba, sebaiknya pemerintah Kota 

Bontang lebih menekankan pada aspek pengembangan, 

penataan, pembinaan, dan evaluasi toko swalayan yang 

sudah ada, dan menekankan aspek penyesuaian kondisi 

sosial ekonomi, RTRW, dan RDTR terhadap toko swalayan 

yang baru akan dibangun.  
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